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IKHTISAR 

 

Selawati, 0203163113, judul: STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM 

MENINGKATKAN PEMENANGAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 

2019 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI TERHADAP STRATEGI 

DPD PAN DALAM MENINGKATKAN PEMENANGAN PEMILU 

LEGISLATIF 2019 KABUPATEN DELI SERDANG).  

Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  Strategi Partai Amanat Nasional 

(PAN) dalam Pemenangan Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Deli 

Serdang dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Strategi DPD PAN dalam 

Pemenangan Pemilu Legislatif tahun 2019. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris merupakan jenis 

penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara 

lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi 

didalam kehidupan masyarakat. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi DPD PAN dalam 

meningkatkan pemenangan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Deli 

Serdang salah satunya adalah terletak pada strategi internal dan strategi eksternal 

PAN itu sendiri dan beberapa strategi lainnya. Fiqh siyasah memandang strategi 

DPD PAN dalam memenangkan pemilu legislatif ini dari kajian fiqh siyasah 

dusturiyyah masuk ke kajian bidang siyasah tashri’iyah yang membahas atau 

mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintah dan masyarakatnya, meskipun 

di tekankan mengenai badan legislatifnya tidak menutup kemungkinan lembaga 

seperti KPUD Deli Serdang juga masuk ke ranah siyasah tashri’iyah karena 

berfungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat. Kaitan 

siyasah tasyiri’iyah dengan penelitian pada judul diatas ialah kekuasaan 

Tasyri’iyah dalam pemerintahan konstitusi pada masa kontemporer ini terletak 

pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut kontitusi Indonesia yang telah 

diamandemen atau direvisi pasal 2 ayat (1) bahwa “Majelis Permusyawaratan 

Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan  anggota Dewan Perwakilan 

Daerah yang dipilih melalui pemilu”. Selain itu,DPD PAN Deli Serdang 

melakukan strategi politik untuk kemaslahatan umum yang sudah sesuai dengan 

konsep fiqh siyasah karena DPD PAN tidak melakukan money politic dalam 

strategi pemenangan pemilu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Partai politik merupakan komponen penting dalam suatu negara, baik itu 

dalam sistem demokratis maupun non demokratis. Keberadaan partai politik 

merupakan sebuah tempat bagi penampung aspirasi masyarakat dalam mencapai 

sebuah tujuan bersama. Sejatinya, partai politik adalah “tangan” rakyat dalam 

mengatur negara secara bersama.
1
 

 Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan 

kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 

politik.
2
 Media untuk antar parpol bersaing memperoleh kedudukan politik, adalah 

melalui Pemilihan Umum (PEMILU) yang diselenggarakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), dan untuk memenangkan pemilu, parpol harus 

memperoleh dukungan dari masyarakat. Tentu tugas berat bagi sebuah parpol 

bagaimana partai tersebut bisa diterima dan didukung oleh masyarakat sebagai 

konstituennya agar kader-kadernya dapat menjadi pemegang otoritas di 

lingkungan pemerintahan guna mewujudkan visi dan misi partai politik tersebut. 

Permasalahan ini sangat krusial, karena hal ini menjadi langkah awal bagaiman

                                                             
1
 Hamid Ahmad Farhan.Partai Politik Lokal di Aceh (Desentralisasi Politik dalam 

Kebangsaan).( Jakarta : Kemitraan, 2008) h. 2-3. 
2
 Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta :Gramedia, 1997) h. 160-161. 
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partai harus menanamkan citranya sebagai organisasi politik dalam benak 

masyarakat. 

Secara keseluruhan, partai politik membutuhkan suatu perencanaan 

strategis dalam melakukan hubungan dengan masyarakat. Perencanaan ini 

menyangkut produk politik yang akan dibawakan, image yang akan dimunculkan, 

program kampanye yang akan dilakukan dan strategi penggalangan massa. 

Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi sumberdaya (misalnya manusia, 

keuangan, infrastruktur) dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, perencanaan 

dibutuhkan setiap program dan aktivitas partai memiliki kesamaan gerak dan arah. 

Perencanaan juga mengaitkan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. 

Dengan demikian akan terjadi sinergi dan konsistensi di antara program-program 

kerja yang akan dihasilkan suatu partai politik. Lebih jauh lagi, perencanaan akan 

memberikan image dan pesan khusus mengenai keseluruhan aktivitas yang 

dilakukan.  

Partai Amanat Nasional merupakan partai yang lahir pada masa reformasi 

yang dibentuk pada pertemuan di Mega Mendung, Bogor (5-6 Agustus 1998), 

mereka sepakat membentuk partai dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB), 

Namun pada akhirnya diubah menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam 

pembentukan PAN sendiri melibatkan beberapa diantaranya ; Albert Hasibuan, 

Amien Rais, Syamsurizal Pangabean, Goenawan Muhammad, Zamrotin, A.M 

Fatwa, A.M Lutfi, dan Ismid Hadan. 



3 
 

 
 

Pemilihan Umum legislatif merupakan sarana penyaluran hak dipilih dan 

atau memilih untuk menetapkan pemimpin secara langsung menurut prinsip-

prinsip demokrasi, sekali dalam lima tahun. Hak memilih dan/atau dipilih yang 

dimiliki oleh rakyat tersebut tercantum secara tegas dalam UUD 1945, sehingga 

hak tersebut sejatinya adalah hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh 

negara. Pemilihan umum legislatif adalah merupakan ajang pesta demokrasi dan 

perhelatan bangsa, juga merupakan kerja sama kolektif nasional dan menjadi 

tanggung jawab bersama untuk menyukseskannya. Dalam upaya mewujudkan 

pemilihan umum yang berkualitas tentu salah satunya sangat ditentukan oleh 

penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas 

dan akuntabilitas. Olehnya itu penyelenggara pemilihan umum tahun 2014 telah di 

fokuskan pada upaya meningkatkan kualitas persiapan, mengangkat partisipasi 

masyarakat dan telah menjamin pelaksanaan pemilihan umum secara demokratis. 

Komitmen penyelanggara pemilihan umum yang profesional akan menutup ruang 

bagi peserta pemilihan umum yang ingin berbuat curang.
3
 

Penting bagi Partai Politik dan elemen pendukungan mendesain dan 

menyusun rencana strategi pemenangan kontestasi pemilih anggota legislatif. 

Pemilihan strategi tentu ditujukan untuk empat hal, yaitu pertama untuk 

mengetahui peluang persentase kemenangan sebelum penyelenggaraan pemilu di 

laksanakan. Kedua, untuk mengetahui siapa sesungguhnya lawan politik yang 

kuat di daerah pemilihannya, ketiga, untuk mengetahui berapa resource pinancial 

yang harus di persiapkan oleh kandidat legislator di Kabupaten Deli Serdang,

                                                             
3
file:///C:/Users/saadah%20daulay/Downloads/11412-22775-1-SM.pdf diakses pada 

tanggal 30 Juli 2020 pukul 14:20 

file:///C:/Users/saadah%20daulay/Downloads/11412-22775-1-SM.pdf
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Keempat, tujuan tersebut tentu menjadi informasi awal menuju hasil akhir, 

yaitu memenangkan pemilu legislatif. Oleh sebab itu pengetahuan dan 

pemahaman yang mendasar soal berbagi strategi dan cara untuk melewati seluruh 

proses dan tahapan pemilu merupakn hal yang harus dipahami dan diketahui oleh 

setiap kandidat legislator.
4
 

Dengan menggunakan strategi di atas DPD PAN berhasil meraih 6 kursi di 

DPRD Deli Serdang pada pemilu legislatif tahun 2019, yang tadinya hanya 

mendapat 4 kursi pada pileg tahun 2014. 

Menurut Islam setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi 

dan peran manusia di muka bumi sebagai khalifahtullah yang diberi tugas untuk 

senantiasa mengabdi dan beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman 

Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 30. 

نْ  مَ ا  هَ ي فِ لُ  عَ تََْ أَ وا  لُ ا قَ    ۖ ةً  فَ ي لِ خَ رْضِ   لَْْ ا فِِ  لٌ  عِ ا جَ نِّي  إِ ةِ  كَ ئِ لََ مَ لْ لِ رَبُّكَ  لَ  ا قَ ذْ  إِ وَ
مُ  لَ عْ أَ نِّي  إِ لَ  ا قَ    ۖ كَ  لَ سُ  دي قَ  ُ ن وَ كَ  دِ مْ بَِِ بيحُ  سَ نُ نُ  وَنََْ ءَ  ا مَ دي ل ا كُ  فِ سْ وَيَ ا  هَ ي فِ دُ  سِ فْ  ُ ي

ونَ  مُ لَ عْ  َ ت لََ  ا   مَ
 “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah :30).
5
 

                                                             
4
 Edi kusumayadi, “ Realistis dan Dinamika Politik Lokal” ( Jakarta : Depublish, 2015) 

h.72 
5
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta : Pustaka Assalam, 

2002),h.6 
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Kajian Siyasah dalam skripsi ini adalah siyasah dusturiyah masuk ke 

kajian bidang siyasah tashri’iyah karena berdasarkan pengertiannya siyasah 

tashri’iyah adalah salah satu bagian dari siyasah dusturiyah yang membahas atau 

mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun 

lebih ditekankan mengenai badan legislatifnya tidak menutup kemungkinan 

lembaga seperti KPUD Deli Serdang juga masuk ke ranah siyasah tashri’iyah 

karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.
6
 

Seperti yang telah diajarkan oleh Islam bahwasannya kemaslahatan umat 

adalah hal yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan 

maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah 

harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan kemudian, 

serta setiap keputusan yang dikeluarkan harus dimusyawarakan terlebih dahulu 

agar mencapai kata sepakat selain itu harus ada prosedur yang dilakukan agar 

tercapai keputusan yang memang benar bertujuan untuk kemaslahatan umat. 

Dengan memberikan strategi pemilu maka masyarakat memahami 

pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam 

proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika partipasi masyarakat rendah 

menunjukkan ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan.
7
 

Bahwa politik begitu dekat dengan kelompok kepentingan, bisa dilihat 

bagaimana warga Muhammadiyah menyikapi PAN ini. Sekalipun tak ada 

                                                             
6
 Muhammad Iqbal, FIqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, ( Penerbit 

Jakarta Gaya Media Pratama, 2001 ) h. 153-154 
7
 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2013), h. 369. 
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hubungan organisasi antara  Partai Amanat Nasional (PAN) dan Muhammadiyah, 

sangat susah memisahkan Amien Rais sebagai ketua umum  Dewan Pimpinan 

Pusat (DPP) PAN dan juga beliau yang mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat 

(PP) Muhammadiyah. Hal tersebut mengindikasikan, kuatnya  personaliti Amien 

Rais. Sehingga kekuatan itu merembes dalam alam  bawah sadar, yang pada 

akhirnya susah untuk dipisahkan bahwa PAN adalah Muhammadiyah dan 

Muhammadiyah adalah PAN. Sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) 

notabennya bercirikan warga Muhammadiyah.  Namun, sayangnya pengandaian 

PAN adalah Muhammadiyah dan Muhammadiyah adalah PAN tidak berjalan 

seimbang. Setidaknya ternyata, tidak semua warga Muhammadiyah adalah PAN. 

Kebesaran Muhammadiyah sebagai organisasi sosial, telah tidak menabukan 

warganya untuk menjadi simpatisan PAN(Partai Amanat Nasional), PPP (Partai 

Persatuan Pembangunan) dan Golkar (Partai Golongan Karya) serta bahkan 

partai-partai politik lainnya.
8
 

Namun, yang lebih unik dari Partai Amanat Nasional (PAN), partai ini tak 

tergeserkan dan masih dapat bertahan sampai sekarang dari partai-partai baru 

yang bermunculan terutama pada pemilu 2009. Sistem kepartaian yang menganut 

multi partai telah memicu tumbuhnya partai politik baru. Dengan mendasarkan 

diri pada ketentuan dalam Pasal 28 UUD 1945 mengenai kemerdekaan berserikat 

dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, orang 

berbondong-bondong mendirikan partai politik baru. Kebebasan untuk mendirikan 

partai politik dengan berdasar pada ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dan mudahnya 

                                                             
8
 Syafri Wirman dkk., Merangkai Masa Depan ( Refleksi Kelahiran Partai Amanat 

Nasional ). (Yogyakarta : Suara Muhamadiyah, 2003 ).h.5 
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persyaratan yang ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tersebut menyebabkan 

tumbuhnya partai-partai baru yang ikut menyemarakkan Pemilu Tahun 2009. 

Pemilihan umum legislatif tahun 2009 di ikuti oleh 38 partai politik yang lolos 

seleksi verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditambah enam partai politik 

lokal di Deli Serdang.  

Dari  uraian di atas, maka riset ini dilakukan di merupakan salah satu 

bagian dari kawasan kabupaten Deli Serdang yang di Provinsi Sumatera Utara. 

Kebaradaan Partai Amanat Nasional (PAN) di Deli Serdang tentunya sangat sulit 

untuk mendapatkan sebuah dukungan dari warga  yang notabennya kebanyakan 

memilih atau mendukung dari partai PDIP. 

Maka berdasarkan latar belakang yang diatas maka penulis tertarik dan 

terdorong untuk melakukan penelitian  yang dituangkan dalam judul skripsi 

“Strategi Partai Politik dalam MeningkatkanPemenangan Pemilu Legislative 

Tahun 2019 ditinjau dari Fiqh Siyasah” (Studi terhadap Strategi DPD PAN 

dalam Meningkatkan Pemenangan Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Deli 

Serdang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Strategi PAN dalam Meningkatkan Pemenangan Pemilu 

Legislatif  tahun 2019 di Deli Serdang ? 
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2. Apa Kendala yang dihadapi PAN Deli Serdang dalam  meningkatkan 

dukungan pemilih pada pemilu 2019  

3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Strategi DPD PAN dalam 

Meningkatkan Pemenangan Pemilu Legislatif tahun 2019 di 

Kabupaten Deli Serdang. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam 

Pemenangan Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Deli Serdang.  

2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi PAN Deli Serdang dalam 

meningkatkan dukungan pemilih pada pemilu 2019  

3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Strategi DPD PAN 

dalam Pemenangan Pemilu Legislatif tahun 2019 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini terbagi manjadi 2 yaitu adalah : 

1. Secara Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan terhadap 

pengembangan pengetahuan akademik. Adapun manfaat teoritis dari  penelitian 

ini yaitu, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atas sumbangan dalam 

kajian ilmu perpustakaan khususnya yang berkaitan dengan strategi Partai Amanat 

Nasional (PAN) dalam pemenangan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten 

Deli Serdang. 
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2. Secara Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat secara langsung dari hasil penelitian 

yang dapat digunakan oleh masyarakat. Adapun manfaat pratis dari penelitian ini 

yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, menambah 

wawasan serta pengetahuan mengenai strategi Partai Amanat Nasional (PAN) 

dalam pemenangan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Deli Serdang. 

E. Kerangka Teori 

Strategi dalam pengertian sempit maupun luas terdiri dari tiga unsur, yaitu 

tujuan (ends), sarana  (means), dan cara  (ways). Dengan demikian strategi adalah 

cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Menurut Peter Schorder strategi politik merupakan 

strategi atau tehknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. 

Strategi berbicara masalah tehnik pendekatan kontenstan pada kelompok pemilih. 

Oleh karena itu, Strategi politik harus dipikirkan oleh setiap kontestan karena 

pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan 

pertarungan politik. 

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 

1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk 

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentigan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta mempelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif 

kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat 

dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara 

masyarakat sipil dengan pemerintah.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu 

pasal 1 menyatakan yang dimaksud dengan pemilihan umum yang selanjutnya 

disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik. 

F. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal 

permasalahan mengenai Strategi pemenangan pemilu legislative partai Amanat 

Nasional (PAN). Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian 

terdahulu yang juga membahas Strategi pemenangan PAN pada pemilihan 

legislative antara lain: 

1. Strategi pemenangan partai amanat nasional (PAN) dalam pemilu legislatif 

2014 ( studi DPD PAN kota Tarakan) ”. Skripsi ini ditulis oleh 

Mohammad Afrien dari Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas 
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Muhammadiyah Malang. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang 

Strategi Pemenangan PAN dalam pemilu legislative 2014, sedangkan di 

skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Tinjauan siyasah dusturiyah 

terhadap Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Meningkatkan 

pemenangan pemilu legislatif di Deli Serdang tahun 2019.
9
 

2. Strategi komunikasi politik Partai Amanat Nasional Kota Pekan Baru 

Dalam Pemenangan Kursi Legislatif Kota Pekan Baru tahun 2009.” 

Skripsi ini ditulis oleh Sukardimanto dari Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekan 

Baru. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Strategi komunikasi politik 

Partai Amanat Nasional Kota Pekan Baru dalam Pemenangan Kursi 

Legislatif Kota Pekan Baru tahun 2009. Sedangkan dalam skripsi yang 

saya tulis lebih fokus kepada Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap 

Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) Dalam Meningkatkan pemenangan 

pemilu legislative di Deli Serdang tahun 2019.
10

 

G. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian. Hipotesis 

dari penelian ini yaitu menyatakan bahwa Strategi Partai Amanat Nasional dalam 

meningkatkan pemenangan pemilu kegislatif 2019 di kabupaten Deli Serdang 

sangatlah penting mengingat strategi tersebut merupakan kunci kemenangan PAN. 

                                                             
9
 Mohammad Afrien, “Strategi pemenangan partai amanat nasional (PAN) dalam pemilu 

legislative 2014 ( studi DPD PAN kota Tarakan) ” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Malang) 
10

 Sukardimanto “Strategi komunikasi politik Partai Amanat Nasional Kota Pekan Baru 

dalam Pemenangan Kursi Legislatif Kota Pekan Baru tahun 2009 (Skripsi- Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Riau, Pekan Baru ) 
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Adapun bentuk strategi yang dilakukan oleh PAN adalah terletak pada strategi 

internal dan strategi eksternal PAN itu sendiri. Kekuatan utama dalam tubuh PAN 

yakni terdapat pada pola rekrutmen partai yang lebih mementingkan figur dan 

pengalamannya, kemudian militansi dan loyalitas kader atau mesin-mesin serta 

memanfaatkan kedekatan dengan muhammadiyah untuk menarik suara. Mencari 

calon yang mempunyai peluang menang di dapil masing-masing. Dimana yang di 

prioritaskan adalah kader terbaik, jika tidak ada kader maka bias mengambila 

tokoh yang mempunyai basis masa, dan seleksi calon legislatif itu merupakan 

yang populis dan memiliki peluang untuk menang. Adapun factor eksternal yang 

dapat mempengaruhi peningkatan pemenangan PAN yakni terdapat pada 

sosialisai untuk memperkenalkan partai dan calon, selanjutanya komunikasi 

langsung dengan masyarakat. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya peneliti mengungkapkan sejumlah cara 

yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaiman 

pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan 

mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.
11

 

Metode Penelitan adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran 

secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, 

merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan 

                                                             
11

Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Prakti Pembuatan Proposl dan Lapoan 

Peneltian). Cet. 2. Malang : UMM Press, 2004 ).h. 68. 
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beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan 

untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 

yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris yang 

dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis 

dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun 

hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau 

dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan 

sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud 

dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.Jadi 

penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan 

menggunakan data-data, metode dan teknik penelitian lapangan. 

2. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti dapat memperoleh data 

atau informasi yang akurat terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dengan 

adanya lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal 

dalam pengumpulan data. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah DPD PAN yang beralamat di JL. Medan, Lubuk Pakam Desa 

Perdamean kec. Tanjung Morawa, kab. Deli Serdang. 

  



14 
 

 
 

3. Sumber Hukum 

a. Sumber Hukum Primer 

Hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi 

dilapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang 

bagaimana strategi  DPD PAN dalam pemenangan pemilu legislatif tahun 2019 di 

Kabupaten Deli Serdang. Sumber data primer merupakan sumber data yang 

didapat dari sumber pertama baik dari individu atau pekelompok seperti hasil 

wawancara atau observasi. 

Adapun dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan proses pencarian 

data utama kepada  pengurus PAN pada pemilu legislatif tahun 2019 di kab. Deli 

Serdang. 

b. Sumber Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian 

kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang berhubungan dengan 

bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini, 

terdiri dari : Rancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah, hasil penelitian 

(hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan lain sebagainya. 

c. Sumber Hukum Tersier 

Merupakan sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus 
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hukum,maupun internet yang digunakan untuk membantu penulis dalam 

menerjemahan istilah yang digunakan dalam penulisan ini.
12

 

4. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian merupakan sumber-sumber data/informasi yang 

diperoleh dari seseorang atau lebih yang akan memberikan informasi secara 

lengkap terkait dengan masalah yang menjadi inti dari penelitian. Subyek 

penelitian dipilih secara sengaja sebagai orang yang akan dimintai informasi 

karena dianggap menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitan. 

Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:  

a. Imran Obos, SE (Ketua DPD PAN Kabupaten Deli serdang pada 

pemilu 2019)  

b. Iskandar Ramli, SE (SekertarisDPD PAN Kabupaten Deli serdang 

pada pemilu 2019) 

c. Bayu Sumantri ( BendaharaDPD PAN Kabupaten Deli serdang pada 

pemilu 2019) 

5. Teknik pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa 

sesuai dengan kerangka metode penelitian. Sehingga, dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan adalah : 

                                                             
12

 Bambang Sungono. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).h.113-

114 
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a. Observasi 

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa 

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
13

 Dari segi proses 

pelaksanaan pengumpulan data observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu observasi nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian untuk 

kemudian dilakukan pencatatan. Selanjutnya dari segi instrumentasi yang 

digunakan, maka penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi 

yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana 

tempatnya. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam penelitian ini peneliti 

akan melakukan wawancara dalam bentuk wawancara terstruktur, yaitu 

wawancara yang disusun secara terperinci atau jelasnya menggunakan draf 

pertanyaan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan maksud wawancara yang dilakukan 

peneliti akan tetap dalam lingkup peneliti, dan tidak meluas pada masalah-

masalah lain. 

                                                             
13

 Nazir,Moh.Metode Penelitian.  Cet. 5. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003 )h. 175 
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c. Dokumentasi  

Dokumen yaitu laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta 

pemikiran-pemikiran manusia di masa yang lalu. Dokumen tersebut, secara sadar 

ditulis untuk tujuan komunikasi dan tranmisi keterangan. Dokumentasi ini berupa 

sumber-sumber tertulis seperti catatan, buku agenda, dan sebagainya. Dalam hal 

ini akan diperoleh oleh peneliti di DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Deli 

Serdang. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah prosedur memilah dan mengelompokkan data yang 

sejenis baik menurut permasalahan penelitiannya maupun bagian-bagiannya. 

Dengan ungkapan lain analisa data pada hakekatnya adalah pemberitahuan 

peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data 

yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara yang nantinya bisa 

memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari 

responden atau menarik kesimpulan.  

I. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, alasan pemilohan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka konseptual, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian, 
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dan sistematika pembahasan. 

Bab II menguraikan kajian pustaka berkaitan denganmasalah yang diteliti 

meliputi uraian teroi tentang strategi politik, partai politik, pemilu dan juga 

tinjauan teoritis fikih siyasah terhadap pemilihan pemimpin. 

Bab III merupakan gambaran umum tentang kabupaten Deli serdang dan 

juga DPD PAN Kabupaten Deli Serdang. 

Bab IV merupakan penjelasan mengenai temuan dan hasil penelitian 

mengenai Strategi DPD PAN dan Tinjauan Fikih Siyasah terhadap penelitian 

tersebut. 

Bab V merupakan bagian hasil dari kesimpulan dan saran- saran sebagai 

penyumpurnaan sebuah penulisan yang baik dan berkualitas. 
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BAB II 

Strategi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif  

A. Strategi Politik 

Strategi berasal dari bahasa yunani yang berarti  strategos, yang diartikan 

sebagai keseluruhan tindakan-tindakan yang ditempuh  oleh sebuah organisasi 

untuk mencapai sasaran dan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan dibutuhkan pengambilan keputusan strategis. Menurut Hunger strategi 

adalah rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana organisasi 

mencapai misi dan tujuannya.
14

 

Jact Trout dalam Sidarta mendefinisikan strategi sebagai beberapa cara 

untuk membuat kita menjadi tampak unik dibandingkan yang lain atau pesaing, 

serta memanfaatkan keunikan itu agar diingat pelanggan dan calon-calon 

pelanggan, lalu (mereka) memiliki kerelaan untuk menggunakan produk (barang 

atau jasa) yang kita produksi. Petuah tersebut dikenal dalam kompetisi bisnis. 

Namun demikian tidak tak salah bila merujuknya ke persaingan politik. Apalagi 

menyadari bahwa kompetisi dalam dunia bisnis tak ubahnya “irisan” atau 

sebagian dari strategi dalam dunia politik.
15

 

Strategi diartikan sebagai cara untuk mendapatkan kemenangan atau 

tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Strategi merupakan seni dan ilmu yang 

menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan secara ideologi, politik, 

ekonomi, dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

                                                             
14

 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia,(Jakarta : CV. Rajawali, 1985).h. 13 
15

 Sidarta GM.  Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung (Ciputat:Kalam  

Pustaka.2008).h. 10. 
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Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk meralisasikan cita-

cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau 

mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini 

berkaitan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan 

dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal 

di pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakanyang dapat mengarah pada 

perubahan masyarakat.
16

 

Strategi yang digunakan dalam ranah politik meliputi political branding, 

ketokohan, isu politik, maupun marketing politik (political marketing). Sebuah 

strategi yang dilakukan oleh pihak tertentu, tidak menutup kemungkinan untuk 

ditiru oleh pihak pesaing. Namun political branding, kebijakan, dan isu politik 

biasanya tidak meniru secara keseluruhan, tapi hanya garis besarnya saja. 

Secara keseluruhan partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategi 

dalam melakukan hubungan dengan masyarakat. Perencanaan ini menyangkut 

produk politik yang akan dibawakan, image yang akan dimunculkan, program 

kampanye yang akan dilakukan dan strategi penggalangan massanya. Suatu 

perencanaan dilakukan agar alokasi sumberdaya (manusia, keuangan, 

insfrastruktur) dapat dilakukan secaraefisien. Perencanaan dibutuhkan agar setiap 

program dan aktvitas partai memiliki kesamaan gerak dan arah. Dengan demikian 

akan terjadi sinergi dan konsistensi diantara program-program kerja yang akan 

dihasilkan partai politik. 
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Jadi, strategi politik merupakan suatu upaya dan langkah serta 

perencanaan yang terukur yang dilakukan oleh suatu partai politik untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan yang terukur akan menjadi dasar 

bagi partai politik dalam menjalankan strategi politiknya sehingga partai politik 

tersebut akan memperoleh pencapaian yang diharapkan dar adanaya strategi 

politik tersebut. Perencanaan yang didalamnya memuat tentang upaya atau 

langkah dari partai politik tersebut merupakan strategi politik yang dilakukan 

untuk meningkatkan citra partai politik dan dapat diterima nya program-program 

dari partai politik tersebut oleh masyarakat.
17

 

1. Bentuk-bentuk Strategi Politik 

a. Strategi Pesan 

Dalam membangun strategi komunikasi politik, partai politik akan 

mengemas pesan-pesan politik yang berkaitan dengan isu-isu politik yang sedang 

berkembang untuk diarahkan dalam masyarakat sehingga mudah memaknainya. 

Tujuan utama dari pesan politik adalah untuk menggerakkan masyarakat, hal 

tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya isu-isu politik yang benar-benar 

mencerminkan masyarakat. Agar mudah dipahami banyak orang, pesan-pesan 

politik tersebut harus dikemas sedemikian rupa, ini karena terdapat adanya 

berbagai lapisan dan segmen masyarakat. 

Untuk masyarakat awam dan memiliki latar belakang pendidikan yang 

rendah, pesan politik harus dikemas sesederhana mungkin agar mudah dimengerti 

tanpa menghilangkan esensi pesan politiknya. Sementara bagi golongan 
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masyarakat yang lebih terpelajar, diperlukan kemasan yang menarik mungkin 

disertai dengan data dan informasi yang akurat agar menunjukkan pesan politik 

tersebut didasarkan pada suatu fakta dan realitas objektif bukan karangan belaka. 

Selain itu, pesan politik yang akan disampaikan juga harus memiliki 

identitasnya sendiri, tidak hanya sesuai ideologi partai tetapi juga dapat dengan 

mudah dikenali oleh masyarakat. Selama periode kampanye pemilu, masyarakat 

akan menerima banyak informasi dalam bentuk pesan-pesan politik, maka 

masyarakat akan semakin sulit dalam mengidentifikasi mengenali darimana nya 

informasi tersebut. Oleh karenanya, partai politik harus menggunakan strategi 

pesan dengan konsep yang beda dari lainnya sehingga masyarakat akan tertarik 

denganinformasi yang mudah dipahami. 

b. Strategi media 

Media merupakan salah satu sarana bagi suatu partai politik untuk 

mengenalkan janji-janji maupun pesan-pesan politik untuk menarik hati 

masyarakat. Dalam masyarakat yang mayoritas tinggal di pedesaan, pemberitaan  

melalui koran dan majalah akan kehilangan efektivitasnya. Selain itu, debat 

politik yang ditayangkan di TV juga kurang efektif, maka hal tersebut diperlukan 

tingkat pemahaman tertentu guna mengikuti arah sehingga pesan politik yang 

disampaiakan melalui radio lebih tepat sasaran. Selain itu, dalam struktur 

masyarakat pedesaan yang guyub dan menganut nilai kekeluargaan yang sangat 

tinggi lebih cepat sampai pesan-pesan politik tersebut melaui perilaku tokoh-

tokoh masyarakat yang sudah dianggap mumpuni oleh masyarakat tersebut. 
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Sedangkan masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan lebih 

individualistik yang kurang semangat kekeluargaan nya ditambah adanya 

kemacetan lalu lintas yang menjadi kendala masyarakat kota. Hal ini tentu strategi 

media juga harus menysuaikan diri. Penyampaian pesan-pesan politik melalui 

radio, koran, dan majalah dapat digunakan untuk membawa pesan politik tersebut. 

Selain itu, masyarakat perkotaan yang lebih memiliki tingkat pendidikan yang 

baik dibanding pedesaan, sehingga acara debat dan diskusi politik lebih sesuai 

karena pemahaman nya akan permasalahan bangsa dan negara yang lebih baik. 

B. Partai Politik 

Dari sisi etimologis,  Maurice Duvergermenyebutkan bahwa kata partai 

berasal dari bahasa Latin  pars, yang berarti  “bagian”. Dengan pengertian 

tersebut, kita dapat memahami  bahwa karena ia merupakan suatu bagian maka 

konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Oleh karena itu, untuk memahami 

pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika 

hanya terdapat satu partai.
18

 

Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai juga berasal dari 

bahasa Inggris  part, yang berarti  bagian atau golongan.  Kata partai menunjuk 

pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan 

tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu 

bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut 

wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, 

organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata 

                                                             
18

 Muhadam Labolo, Teguh Ilham,  Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di 

Indonesia, Cet. 1(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).h.9 



24 
 

 
 

partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi 

masyarakat yang bergerak dibidang politik. Berdasarkan konsep partai politik 

yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

kata partai memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah 

pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang tidak 

terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai 

politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Secara 

etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota 

atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang polis adalah proyek idealis 

Plato (428-328 S.M) dan Aristoteles (384-322 S.M).  

Dalam bukunya yang berjudul The Republic, Plato bertujuan untuk 

membuat sebuah pemahaman bahwa konsep polis ialah terciptanya masyarakat 

yang ideal. Hal ini berarti politik ialah segala usaha dan aktivitas untuk 

membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik. Sedangkan 

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul The Politics mengungkapkan bahwa 

manusia adalah binatang politik (political Animal). Maksudnya adalah bahwa 

aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan secara 

alamiah dalam diri setiap manusia. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok 

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilainilai dan cita-cita 

yang sama. 
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Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 menyatakan partai politik adalah 

organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara 

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa 

dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. 

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang 

terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan 

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan 

penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat 

idiil maupun materiil. Selain itu, menurut Sigmund Neuman, partai politik adalah 

organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai 

kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan 

dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan 

yang berbeda. Sementara G. Sartori mendefinisikan partai politik adalah 

kelompok politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, dan mampu 

menempatkan melalui pemilihan umum paraa calon untuk duduk dalam legislatif 

dan pemerintahan. 

Sementara itu, Pamungkas menjelaskan tentang partai politik sebagai 

organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaam 

struktur dan kekuasaan yang diperolah melalui keikutsertaan dalam kontestasi 

pemilu. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal yang dapat diambil garis 
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besarnya. Pertama, partai politik adalah organisasi yang bekerja pada prinsip-

prinsip tertentu seperti adanya kepemimpinan dan keanggotaan, pembagian divisi 

dalam kerja, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol 

serta adanya aturan main yang mengatur perilaku pimpinan, anggota, dan 

organisasinya. Kedua, partai politik adalah alat perjuangan nilai atau ideologi. 

Sebagai alat perjuangan menuju cita-cita yang luhur, partai harus meyakini sebuah 

nilai yang diyakini dan dijadikan system kepartaiannya. Ketiga, instrumen meraih 

kekuasaan adalah melalui pemilu bukan lainnya. Di luar pemilu, tidak ada 

pengakuan legal dalam meraih kekuasaan dalam system kenegaraan. Karena itu, 

setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu harus secara fear bertarung 

dalam arena pemilu yang sudah diatur regulasinya.
19

 

Jadi yang dimaksud dengan partai politik adalah sekelompok yang 

terorganisasi, ditandai dengan adanya visi,misi, tujuan, platform dan program 

serta agenda, kemudian mengikuti pemilihan umum untuk meraih kekuasaan atau 

jabatan legislatif dan eksekutif. 

1. Fungsi Partai Politik 

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan 

guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. 

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan fungsi seperti yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 yakni sebagai 

sarana untuk : 
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a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga 

negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan 

bangsa untuk menyejahterakan masyarakat. 

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara 

konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan 

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme 

demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 

Selain itu, partai politik juga memiliki berbagai fungsi. Berikut beberapa 

fungsi partai politik : 

a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik 

Kominkasi politik merupakan proses pengalihan pesan berupa data, fakta, 

informasi, atau citra yang mengandung suatu arti dari pengirim kepada penerima 

yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan, kewenangan, kehidupan 

publik, pemerintahan, negara, konflik, pengambilan keputusan, dan pembagian 

atau alokasi. 

Sebagai sarana komunikasi politik yakni partai politik berfungsi 

menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya 

sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat 

berkurang. Partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan 

menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. 
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Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah 

dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai 

penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan 

warga masyarakat. 

b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik 

Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui 

mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang 

umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Partai politik berfungsi 

sebagai sarana sosialisasi politik dalam usaha menguasai pemerintahan melalui 

kemenangan dalam pemilihan umum partai harus memperoleh dukungan seluas 

mungkin. Untuk itu, partai politik berusaha menciptakan “image” bahwa partai 

politik memperjuangkan kepentingan umum.  

Disamping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga 

mendidik anggota-anggota nya melalui pendidikan politik menjadi manusia yang 

sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan 

kepentingan pribadi dibawah kepentingan nasional melaui berbagai proses nya 

serperti kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam 

berbagai forum pertemuan guna mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai, 

norma-norma, simbol-simbol politik yang dianggap ideal dan baik. 

c. Partai politik sebagai sarana partisipasi politik 

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut dalam 

menentukan pemimpin pemerintahan melaui pengajuan tuntutan, membayar 
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pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan 

suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, 

mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan 

umum. 

Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai wadah partisipasi politik 

untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para angota dan anggota 

masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan 

memengaruhi proses politik. 

d. Partai politik sebagai mobilisasi politik 

Mobilisasi politik merupakan proses pengarahan massa dalam proses-

proses politik. Partai politik berfungsi sebagai mobilisasi represi politik yakni 

apabila pengarahan massa ditujukan untuk melakukan, melaksanakan, atau 

mengubah sesuatu seperti yang diharapkan oleh partai politik. Sementara bila 

pengarahan massa dilakukan dalam rangka melakukan pemilihan, pengangkatan, 

dan penetapan sehingga seseorang atau kelompok orang menduduki suatu jabatan 

politik dan pemerintahan maka mobilisasi partai politik tersebut dikategorikan 

sebagai rekrutmen politik. 

2. Tipologi Partai Politik 

Berikut ini beberapa tipologi partai politik yang dilihat dari berbagai sudut 

pandang : 

a. Atas dasar basis perolehan suara 

Partai politik bisa dikelompokkan atas beberapa tipe berdasarkan basis 

perolehan suara : 
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1) Partai Massa 

Partai massa dibangun atas kemampuan untuk memobilisasi massa yang 

mengambang. Partai melakukan mobilisasi massa dengan memerhatikan 

keberagaman massa yang ada dan menempatkan partai melindungi semua 

golongan dan lapisan masyarakat yang ada. 

2) Partai Kader 

Partai kader memfokuskan perhatian agar mampu merekrut orang menjadi 

anggota partai. Perekrutan orang menjadi anggota partai diiringi dengan perhatian 

dan peningkatan kualitas para kadernya. Untuk melakukan itum partai melakukan 

bebagai kegiatan tentang komunkasi politik dan sosialisasi politik secara intesif. 

b. Atas dasar rujukan agama 

Secara khusus, rujukan agama dapat pula dijadikan sebagai dasar 

pembentukan suatu tipologi partai politik, yaitu : 

1) Partai Agama 

Partai politik dibangun atas dasar rujukan agama yang dianut oleh 

masyarakat. Tujuan dibangunnya partai jenis ini adalah untuk memperjuangkan 

ideologi dan kepentingan agama mereka dalam kontestasi politik yang ada. 

2) Partai Sekuler 

Pada negara sekuler dimana identitas keagamaan tidak boleh ditampilkan 

di ruang publik tertentu, maka partai yang boleh hadir disana ialah partai yang 

tidak menghubungkan antara agama dan negara. Adapun pada negara yang 

masyarakatnya msih menganut dan memeluk suatu agama serta tidak memisahkan 

agama antara ruang dan agama, maka lobi pemuka agama juga berperan dalam 
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kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 

3) Partai Netral 

Partai netral melihat bahwa ideologi agama tidak begitu signifikan 

diangkat menjadi ideologi partai. Meskipun demikian bukan berarti partai sama 

sekali menafikan pengaruh agama dalam kehidupan politik. Agama diperlukan 

dalam kehidupan diperlukan. Partai ini lebih cenderung ditengah-tengah 

menggunakan agama dan berpaham nasionalis dalam berpolitik.
20

 

C. Pemilu 

Menurut Robert Dahl pemilu merupakan gambaran ideal dan maksimal 

bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.
21

 Dimana pemilu adalah 

lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 

yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan 

(representative goverment). Selain itu, pemilu sebagai prosedur demokrasi atau 

pesta demokrasi adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang 

berkedaulatan rakyat dan pemusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara. Kekuasaan negara yang lahir 

dengan cara pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut 

kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 

tentang pemilu pasal 1 menyatakan yang dimaksud dengan pemilihan umum yang 

selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 
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anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. 

1. Fungsi Pemilu 

 Dalam ilmu politik, terdapat lima fungsi Pemilu ( upaya mencapai tujuan 

pemilu ) yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yang juga berhubungan 

dengan tujuan pemilu itu sendiri. Berikut fungsi dari pemilu : 

a. Pemilu berfungsi untuk mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi 

anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. 

b. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme pergantian atau sirkulasi elit penguasa. 

Keterkaitan pemilu dengan elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari 

dan bertugas mewakili masyarakat luas. 

c. Pemilu berfungsi sebagai perwakilan politik. Fungsi ini menjadi kebutuhan 

rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku 

pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. 

d. Pemilu berfungsi sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi ini menjadi 

kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format pemilu yang 

berlaku. Dalam hubungan ini, Benyamin Ginsberg menyebutkan bahwa fungsi 

legistimasi merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yakni 

untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadis 

dan dapat membahahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan 
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kekuatan politik nasional Pemilu berfungsi sebagai sarana pendidikan politik 

bagi rakyat. Pemilu ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi 

rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa 

mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai demokrasi.
22

 

2. Sistem Pemilu 

Berbicara mengenai Pemilu, berarti akan berbicara mengenai sistemnya, 

yakni sistem pemilihan umum. Dalam sistem pemilu, terdapat adanya peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari tiga variabel pokok, yaitu penyuaraan, 

distrik pemilihan dan formula pemilihan. 

Pertama, penyuaraan, yaitu tata cara atau prosedur yang harus diikuti 

pemilih yang berhak dalam memberikan suara. Variabel penyuaraan ini terdapat 

di negara-negara yang menganut sistem politik demokarasi yang menjamin 

kemajemukan, sedangkan pemilu dinegara-negara komunis biasanya tidak 

mempunyai alternatif terhadap partai politik atau calon. 

Kedua, daerah pemilihan, yaitu ketentuan yang mengatur berapa jumlah 

kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan, baik itu satu kursi per distrik 

atau lebih dari satu kursi per daerah pemilihan. Dalam menentukan daerah 

pemilihan ini, setidak-tidaknya terdapat dua faktor yang selalu dipertimbangkan, 

yakni wilayah administratif dan jumlah penduduk. 

Ketiga, formula pemilihan, yaitu rumus yang digunakan untuk 

menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu 
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daerah. Formula pemilihan dapat dibedakan menjadi tiga, yakni formula 

pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang. 

Selain formula pemilihan tersebut, di dalam literatur ilmu politik dikenal 

sebagai dua sistem pemilihan, yakni sistem distrik (satu daerah pemilihan 

memilih satu wakil), dan sistem perwakilan berimbang (satu daerah pemilih 

memilih beberapa wakil). Adapun penjabarannya sebagai berikut : 

a. Sistem distrik, sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan 

didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis mempunyai satu 

wakil dan dewan perwakilan rakyat. Untuk keperlua itu, negara dibagi dalam 

sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan 

rakyat yang ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik 

memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara-suara 

yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan 

tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kesalahannya. 

Dalam praktik lapangan, sistem distrik ini dikombinasikan dengan beberapa 

formulasi pemilihan, antara lain menggunakan formula pluralitas dan formula 

mayoritas. Dalam konteks praktik memilih calon, sistem distrik ini sering 

dikombinasikan dengan model perwakilan, antara lain sistem distrik “berwakil 

satu”; sistem distrik “berwakil dua”; dan sistem distrik “berwakil banyak”. 

b. Sistem perwakilan berimbang, sistem ini awalnya dimaksudkan untuk 

menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik yaitu bahwa jumlah 

kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai ialah sesuai dengan 

jumlah suara yang diperolehnya. Dalam pelaksanaannya, sistem perwakilan 
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berimbang ini dikombinasikan dengan beberapa prosedur, anatara lain sistem 

daftar, baik sistem “stelsel daftar tertutup” maupun sistem “stelsel daftar 

terbuka”. Pada prinsipnya, sistem daftar ini adalah setiap partai mengajukan 

satu daftar calon untuk dipilih. Dalam hal ini, pemilih memilih partai, dan 

setelah itu sebagian besar pemilih tidak lagi bisa mengetahui apalagi 

menetukan orang yang akan ditunjuk partai untuk mewakili mereka di DPR. 

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dan Tarsyri’iyah 

Islam merupakan agama yang konprehensif dan telah mengatur seluruh 

sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga 

dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam 

tercermin sebagaimana konsep imamah hal ini secara eksplisit telah diatur dalam 

siyyasah dusturiyah, yaitu siyasaah yang berhubungan dengan peraturan dasar 

tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala 

negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan 

ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan 

antara penguasa dan rakyat.
23

 

 Dalam fiqih siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal 

dengan kata Khalifah, Imamah, Imarah, Sultan, Mulk, dan Ri‟asah. Setiap istilah 

dari kata tersebut mempunyai tentang kepemimpinan secara umum. Namun istilah 

yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan 

kenegaraan, yaitu Khalifah, dan Imamah. Oleh karna itu pembahasan 

kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh istilah ini. 
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1) Khalifah 

 Kata Khalifah dalam bahasa arab memiliki banyak arti, sehingga sulit 

untuk mengetahui makna yang tepat dalam konteks tertentu. Makna dasarnya 

adalah “pengganti” atau yang didefinisikan oleh seorang penafsir, “orang yang 

mengambil tempat orang lain yang mendahuluinya dalam beberapa perkara.
24

 

Kata Khilafah adalah bentuk masdar (verbal noun) dari kata takhallafa. 

Takhallafa Fulan Fulanan, dikatakan demikian jika si Fulandatang mendahului 

yang lain, atau jika ia datang lebih akhir atau jika ia si Fulan (pertama) menangani 

urusan Fulan (kedua), bisa jadi ketika semasa dengannya atau sesudahnya. Allah 

berfirman “Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu 

di muka bumi para malaikat yang turun temurun. Khalifah adalah menggantikan 

yang lain, ada kalanya karena absennya yang digantikan, mati, atau karena  

ketidakmampuan yang digantikan dan sebagainya.
25

 

Menurut M. Dawam Raharjo, istilah Khilafah dalam Al � Qur‟an 

mempunyai tiga makna. Pertama, adam yang merupakan symbol manusia 

sehingga kita dapat mengambol kesimpulan bahwa manusia berfungsi sebagai 

khalifah dalam kehidupan. Kedua, khlifah berarti pula generasi penerus atau 

generasi pengganti, fungsi khalifah diemban secara kolektif oleh suatu generasi. 

Ketiga, khalifah adalah kepala Negara atau kepala pemerintahan. Adapun menurut 

Ibnu Khaldun dalam bukunya mukadimah, khilafah adalah kepemimpinan. Istilah 

ini berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan. Khilafah ini masih 

bersifat pribadi, sedangkan pemerintahan adalah kepemimpinan yang telah 
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melembaga ke dalam suatu kedaulatan. Menurut Al-Mawardi khilafah atau 

imamah berfungsi mengganti peran kenabian dalam memelihara agama dan 

mengatur dunia.  

Melihat dari beberapa definis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya khalifah sama fungsinya dengan wakil Allah dimuka bumi, kemudian 

tugas khalifah sebagai wakil Allah menegakan keadilan dan menjalankan tugas 

kenabian dalam memelihara agama dan memakmurkan dunia. 

2) Imamah 

Imamah yang memiliki arti pemimpin, ia laksana ketua yang memimpin 

bawahannya. Imamah juga sering disebut dengan khalifah, yaitu penguasa atau 

pemimpin tertinggi rakyat. Kata imamah juga digunakan untuk orang yang 

mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang 

dengan fungsinya.
26

 

Imamah (kepemimpinan) merupakan suatu perkara sosial. Dalam 

perspektif politik Islam mencakup makna yang paling umum imam dibagi 

menjadi dua yaitu sistem politik ilahiah dan sistem politik tagut atau dapat 

diartikan dengan “imam yang membawa manusia menuju cahaya petunjuk (imam 

nur)” dan imam yang membawa manusia menuju api neraka (imam nar). Para 

imam nur mengajak manusia menuju hidayah sesuai dengan perintah Ilahi, 

sedangkan imam nar mengajak menusia menuju neraka, mengutamakan 

perintahnya daripada perintah dan hukum allah,  memaksakan hawa nafsunya 
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kepada masyarakat. Sedangkan, menurut istilah yang popular di tengah 

masyarakat, imamah ialah istem politik ilahiah. 

Ibnu Manzhur menjelaskan, Al-Imam ialah setia orang yang diikuti oleh 

suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk 

jamaknya adalah (al-a‟imah). (imam kulli syay‟in) artinya orang yang 

meluruskan dan memperbaiki segala sesuatu. Maka, Al-Qur‟an adalah imam bagi 

kaum muslimin dan Muhamad adalah imamnya para imam dan khalifah adalah 

imam rakyat.
27

 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kepala Negaradalam 

Islam itu terdapat pada dua hal, yaitu Khalifah dan Imamah,khalifah dan imamah 

adalah sebuah sinonim yang mempunyai arti samayaitu sebagai wakil dari pemilik 

syariat dalam hal menjaga agamasedangkan yang mengatur dunia dengan agama 

dan orang yangmelaksanakannya disebuh khilafah atau imam. Kepala Negara 

dalamIslam merupakan seseorang yang dapat mengatur umat dan 

membawakemaslahatan-kemaslahatan bagi umat manusia, namun kepala Negara 

tidak hanya mengurusi masalah kemaslahatan saja tetapi kepala Negara juga harus 

memperhatikan urusan ukhrawi. 

Kajian Siyasah dalam Skripsi ini adalah siyasah dusturiyah masuk ke kajian 

bidang siyasah tashri’iyah karena berdasarkan pengertiannya siyasah tashri’iyah 

adalah salah satu bagian dari siyasah dusturiyah yang membahas atau mengkaji 

tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih 

ditekankan mengenai badan legislatifnya tidak menutup kemungkinan lembaga 
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seperti KPUD Deli Serdang juga masuk ke ranah siyasah tashri’iyah karena 

fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Profil Kabupaten Deli Serdang 

1. Sejarah Kabupaten Deli Serdang 

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli 

Serdang yang dikenal sekarang ini dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan 

(Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan 

Serdang berpusat di Perbaungan. Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi 

Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang 

Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan  Undang-Undang 

Nomor 7  Darurat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan 

tanggal 1 Juli 1946.
28

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibukota 

Kabupaten Deli  Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan 

lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera 

Utara tanggal 23 Desember 1986. Sesuai dengan dikeluarkan UU Nomor 36 

Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Deli Serdang telah 

dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten 

Serdang Bedagai, secara administratif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini 

terdiri atas 22 kecamatan yang di dalamnya terdapat 14 Kelurahan dan 380 desa.  
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Tercatat dalam sejarah Bupati Deli Serdang adalah : 

Tabel 1: 

Nama dan Masa Jabatan Bupati Kabupaten Deli Serdang 

No. Nama Masa Jabatan 

1. Moenar S.Hamidjojo 1946-1947 

2 Sampoerna Kolopaking 1947-1951 

3. Wan Oemaroeddin Barus 1951-1958 

4. Abdullah Eteng 1958-1953 

5. Abdul Kadir Kendal Keliat 1963-1970 

6. H. Baharoeddin Siregar 1070-1978 

7. Abdul Muis Lubis 1978-1979 

8. H. Tenteng Ginting 1979-1984 

9. H. Wasiman 1984-1989 

10. H. Ruslan Mansur 1989-1994 

11. H. Maymaran NS 1994-1999 

12. Drs. H. Abdul Hafid, MBA 1999-2004 

13. Drs. H. Amri Tambunan 2004-2009 

2009-2014 

14. Ashari Tambunan 2014-2019 

Sumber : Portal Kabupaten Deli Serdang 

Seiring dengan gerak roda pembangunan yang terus melaju diciptakan 

motto bagi daerah Deli Serdang yaitu : “ BHINNEKA PERKASA JAYA” yang 

tercantum di pita lambang Daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam pengertian 

“Dengan masyarakatnya yang beraneka ragam suku, Agama, ras, dan golongan 

bersatu dalam ke Bhinnekaan secara kekeluargaan dan gotong royong 

membangun semangat kebersamaan, menggali dan mengembangkan potensi 
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sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga menjadi kekuatan dan 

keperkasaan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan, maju, mandiri 

dan jaya sepanjang masa”. 

2. Geografi dan Administrasi Wilayah   

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) 

Kabupaten/Kota yang ada saat ini  di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan  letak  

geografisnya Kabupaten Deli Serdangberada pada Kawasan Pantai Timur 

Sumatera  Utara yang berbatasan langsung dengan SelatMalaka. Secara geografis 

Kabupaten  Deli Serdang terletak diantara koordinat  2º57’’ sampai dengan 3º16’’ 

Lintang Utara,  dan 98º 33’’ sampai dengan 99º 27’’ Bujur Timur. Secara 

administratif Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Kecamatan, 

14 Kelurahan dan 380 Desa, dengan luas wilayah 249.772 Ha (2.497,72 Km2). 

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Hamparan Perak yaitu 

seluas 23.015 Ha atau sebesar 9,21% dari luas total Kabupaten Deli Serdang. 

Sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Deli 

Tua yaitu hanya seluas 936 Ha atau sebesar 0,37% dari luas Kabupaten Deli 

Serdang. Adapun mengenai batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli 

Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut :
29
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Gambar 1 : Sumber Google Earth Kabupaten Deli Serdang
30

 

 

Sebelah Utara :  berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka 

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun 

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo 

Sebelah Timur : berbatasan dengan  Kabupaten Serdang Bedagai.
31

 

Tabel 2 :  

Luas Wilayah dan Rasio terhadap Luas Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan 

 

NO KECAMATAN LUAS WILAYAH(km RASIO (%) 

1. Gunung Meriah 76,65 3,07 

2 STM Hulu 223,38 8,94 223,38 38 8,94 

3 Sibolangit 179,92 7,20 

4 Kutalimbaru 174,92 7,00 
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5 Pancur Batu 122,53 4,91 

6 Namo Rambe 62,30 2,49 

7 Biru – biru 89,69 3,59 

8 STM Hilir 190,50 7,63 

9 Bangun Purba 129,95 5,20 

10 Galang 150,29 6,02 

11 Tanjung Morawa 131,75 5,27 

12 Patumbak 46,79 1,87 

13 Deli Tua 9,36 0,37 

14 Sunggal 92,52 3,70 

15 Hamparan Perak 230,15 9,21 

16 Labuhan Deli 127,23 5,09 

17 Precut Sei Tuan 190,79 7,64 

18 Batang Kuis 40,34 1,62 

19 Pantai Labu 81,85 3,28 

21 Lubuk Pakam 31,19 1,25 

22 Pagar Merbau 62,89 2,52 

JUMLAH 2.497,72 100,00 

Sumber : Profil DPD PAN Kabupaten Deli Serdang 

Tabel 3 : 

Banyaknya Desa, Kecamatan, Nama Ibukota Kecamatan 

dan Jarak Ibukota Ke Lubuk Pakam 

No Kecamatan Nama Ibukota Banyak 

Desa 

Banyak 

Kelurahan 

Jarak Ibukota 

Kecamatan Ke 

Lubuk Pakam 

1 Gunung Meriah G.Meriah 12 - 65 

2 STM Hulu Tiga Juhar 20 - 71 

3 Sibolangit Bandar Baru 30 - 71 

4 Kutalimbaru Kutalimbaru 14 - 54 

5 Pancur Batu pancur Batu 25 - 48 

6 Namo Rambe Namo Rambe 36 - 48 

7 Biru –biru Biru – biru 17 - 55 

8 STM Hilir Talun Kenas 15 - 37 

9 Bangun Purba Bangun Purba 24 - 25 

10 Galang Galang 28 1 18 

11 Tanjung Morawa Tj Morawa 25 1 12 

12 Patumbak Patumbak 8 - 46 

13 Deli Tua Deli Tua 3 3 42 

14 Sunggal Sunggal 17 - 40 

15 Hamparan Perak H.Perak 20 - 56 

16 Labuhan Deli Helvetia 5 - 52 

17 Precut Sei Tuan Tembung 18 2 42 

18 Batang Kuis Batang Kuis 11 - 12 

19 Pantai Labu Pantai Labu 19 - 11 

20 Beringin Beringin 11 - 6 

21 Lubuk Pakam Lubuk Pakam 6 7 - 



45 
 

 
 

22 Pagar Merbau Pagar Merbau 16 - 4 

Sumber : Profil DPD PAN Kabupaten Deli Serdang 

3. Gambaran Demografi  

Jumlah penduduk tahun 2000 merupakan angka hasil Sensus Penduduk 

(SP) tahun 2000. Sementara itu,  data penduduk tahun 2005 adalah  angka hasil 

Survei Penduduk Antar  Sensus (SUPAS) tahun 2005 dan data  penduduk tahun 

2010 adalah angka  hasil Sensus Penduduk Tahun 2010. Jumlah penduduk Deli  

Serdang berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 adalah  1.956.996 jiwa 

termasuk penduduk  yang bertempat tinggal tidak tetap  dan termasuk urutan 

kedua terbesar se Sumatera Utara setelah Kota  Medan. Sedangkan laju 

pertumbuhan penduduk dari tahun 1990  –2000  berdasarkan angka terakhir SP 

2000 adalah 2,66 persen per tahun. Tahun 2012 jumlah penduduk Deli Serdang 

sebesar 1.845.615 jiwa  dengan kepadatan penduduk sebesar  739 jiwa per km2. 

Jumlah rumah tangga sebanyak 438.807  rumah  tangga dan setiap rumah tangga 

rataratadihuni oleh 4-5 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 

2000–2010 sebesar 2,62 persen.
32

 

Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2012 lebih banyak dari penduduk 

perempuannya dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,23  yang artinya setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 101 penduduklaki-laki. Bila dilihat per kecamatan  

maka Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan kecamatan dengan jumlah 

penduduk terbesar dengan  tingkat persebaran penduduk sebesar 21,49 persen 

sedangkan Kecamatan  Gunung Meriah adalah yang terkecil  yaitu 0,14 persen. 
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Untuk Kecamatan terpadat urutan pertama adalah Kecamatan Deli Tua disusul 

Sunggal dengan kepadatan di atas 2700 jiwa per km2 dan yang terjarang adalah 

Kecamatan Gunung Meriah yang hanya 33 jiwa per km2. Dilihat dari kelompok 

umur,  persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 30,86 persen, 15-64 tahun 

sebesar 65,96 persen dan usia 65 tahun ke atas sebesar 3,18 persen yang berarti 

jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non 

produktif. 

4. Kondisi  Sosial dan Ekonomi  

a. Kondisi Sosial  

1) Pendidikan  

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan 

sangat menunjang dalam peningkatan mutu pendidikan. Pada tahun 2012 terdapat 

235 buah taman kanak-kanak dengan jumlah murid 9.935 orang dan guru 

sebanyak 806 orang. 
33

Sementara itu untuk sekolah dasar terdapat 802 sekolah 

dengan jumlah murid dan guru masing-masing 208.317 orang dan 10.985 orang. 

Untuk Sekolah Lanjutan pertama (SLTP) terdapat 246 sekolah, 67.481 orang 

murid dan 5.814 orang guru. Pada tahun yang sama jumlah sekolah Lanjutan atas 

(SMU) umum terdapat 107 sekolah dengan jumlah murid 24.885 orang dan guru 

2.708 orang, untuk Sekolah kejuruan terdapat 117 sekolah, 38.210 orang murid 
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dan 3.215 orang guru. Selain itu di Deli Serdang juga terdapat sekolah agama 

(madrasah) yang setara dengan sekolah umum yaitu :
34

 

a) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan 23.135 murid dan 1.450 guru. 

b) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan 18.950 murid dan 1.842 guru. 

c) Madrasah Aliyah (MA) dengan 4.222 murid dan 596 guru. 

b. Kondisi Ekonomi  

Seiring adanya berbagai kebijakan moneter dan fiskal yang 

dikeluarkanolehPemerintah Pusat dan berbagai kebijakan pembangunan daerah 

yang cukup terkendali, membawa dampak yang positif bagi perkembangan 

perekonomian daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampai dengan tahun 2008 

kondisi perekonomian daerah Kabupaten Deli Serdang relatif stabil dan semakin 

membaik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami 

peningkatan dari tahun 2006 sebesar 5,45% menjadi sebesar 5,82% pada tahun 

2008, sedangkan laju inflasi yang cenderung menurun dari 6,28% pada tahun 

2006 menjadi sebesar 6,13% pada tahun 2007 dan cenderung menaik padatahun 

2008 sebesar 6,46%. Pertumbuhan ekonomi Deli Serdang didorong oleh seluruh 

sektor ekonomi terutama disumbangkan oleh lima sektor terbesar yaitu: sektor 

industri sebesar 45,11%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,13%, 

sektor pertanian 15,29% sektor jasa-jasa 10,95%, sektor keuangan, persewaan dan 

jasa perusahaan 2,26%,. Rata-rata pendapatan perkapita pertahun menunjukkan 

angka peningkatan dari tahun ke tahun. Secara berangsur pendapatan naik mulai 
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dari Rp.10,356,240,98 pada tahun 2004 hingga mencapai sebesar Rp. 

20,157,124.08 pada tahun 2008. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, 

kenaikan pendapatan perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status 

ekonomi masyarakat pula.  

B...Profil DPD PAN Kabupaten Deli Serdang 

1. Sejarah Singkat DPD PAN Kabupaten Deli Serdang 

 Pada tahun 2016 para pengurus DPD PAN membeli tanah untuk dibangun 

gedung DPD PAN Kabupaten Deli Serdang yang terletak di jalan Medan Lubuk 

Pakam Desa Perdamean KM 23 dan baru pada tahun 2017 terjadi pembangunan 

kantor DPD PAN Deli Serdang, yang sebelum tahun 2015 kantor DPD PAN Deli 

Serdang mengontrak di salah satu perumahan yang beralamat di Desa Wonosari. 

Dalam pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) dilaksanakan sekali dalam lima 

tahun yang dihadiri oleh peserta  musyawarah daerah, peninjau musyawarah 

daerah dan undangan musyawarah  daerah. 
35

 

 Berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga PAN  yaitu :   

a. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas :  

1) Dua orang utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah  

2) Pengurus harian, ketua-ketua badan Ketua-ketua 

Departemen/Komisi, serta ketua-ketua Majelis Dewan Pimpinan 

Daerah.  

3) Ketua dan Sekretaris Majelis Penasehat Partai Daerah.  
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4) Ketua, sekretaris dan bendahara Dewan Pimpinan Cabang, apabila 

berhalangan dapat diwakili berdasarkan rapat pleno Dewan 

Pimpinan Cabang.  

5) Ketua Dewan Pimpinan Ranting, apabila berhalangan dapat 

diwakili berdasarkan rapat pleno Dewan Pimpinan Ranting. 

6) Ketua-ketua Ortom yang memiliki struktur organisasihingga 

tingkat Ranting minimal 50 % di seluruh daerah dan dikukuhkan 

oleh Dewan Pimpinan Daerah. 

Peninjau Musyawarah Daerah terdiri dari 

a. Dua orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat  

b. Anggota Majelis Penasehat Partai Daerah  

c. Seluruh pengurus dan Anggota Badan-badan Dewan Pimpinan Daerah 

d. Ketua-ketua Majelis Penasehat Partai Cabang  

e. Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat daerah dari PAN  

f. Undangan Dewan Pimpinan Daerah  

Serta undangan Musyawarah Daerah adalah yang diundang oleh Dewan 

Pimpinan Daerah untuk menghadiri acara terrtentu dari Musyawarah Daerah.
36

 

Pada tahun 2021 dilakukan kembali Musyawarah Daerah  untuk pemilihan 

kepengurusan DPD PAN Kabupaten Deli Serdang yang  bertempat di Aula Wings 

Hotel, di Jalan Arteri,Kecamatan Batang Kuis Kabpaten Deli Serdang. Zulkifli 

Hasan menyebutkn dari delapan formatur dari PAN Deli Serdang, enam nama 

yang di percayai Ketum Zulkifli Hasan yakni Imran Obos,Bayu Sumantri Agung, 
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Irawan, Wahyu Danin, M Sabri ditambah satu perwakilan perempuan yakni Eka 

Sukma.
37

 

2. .Visi dan Misi DPD PAN Kabupaten Deli Serdang 

Visi 

Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan 

masyarakat madani yang adail dan makmur, pemerintah yang baik dalam Negara 

indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta di ridohi Allah SWT. Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Misi 

1) Mewujudkan kader yang berkualitas 

2) Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dengan masyarakat, 

menjadikan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan system dan 

menejemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur. 

3) Mewujudkan indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri 

dan bermartabat: mewujudkan tata pemerintah indonesia yang baik dan 

bersih, yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara 

indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan 

kehidpan bangsa 

4) Mewujudkan indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
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perdamaian abadi dan keadilan social, serta dihormati dalam pergaulan 

internasional.  

5) Garis perjuangan partai 

6) Partai dan pemenangan pemilu 

7) Perkaderan yang handal 

8) Partai yang dicintai rakyat 

9) Membangun organisasi PAN yang modern. 

 

3. .Struktur Organisasi DPD PAN Kabupaten Deli Serdang 
 

Skema 1 : 

Struktur Organisasi DPD PAN Kabupaten Deli Serdang 

 

 

Sumber : Profil DPD PAN Kabupaten Deli Serdang 

 

 

Ketua 
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Obos, SE 

Wakil Ketua 

Ir. Irawan, MAP 
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Sekrertaris 
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S.H 

Wakil Sekrertaris  

Hapipudin 
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Suyanto 

Muhyidin SH 

Darma Sucipto, SPD 

Irvan Fauzi, SE 

Bendahara 

Bayu Sumantri 
Agung 

Wakil 
Bendahara 

M. Andi 
Maulana 

Muhammad 
Ridho 
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4. .Susunan Pengurus DPD PAN Kabupaten Deli Serdang 

            Kehadiran partai politik hingga ke pelosok daerah, penting jika dikaitkan 

proses rekrutmen politik dan kaderisasi yang inklusif untuk mempersiapkan 

pemimpin nasional. Rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan dan 

pengangkatan seseorang, pembinaan kualitas kader sampai dengan 

penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategi. Adapun 

jabatan tersebut di susun berdasarkan susunan pengurus partai DPD PAN periode 

2015-2020, yaitu : 

a. Majelis Penasehat Partai Daerah 

Ketua    : Abdul Rahim 

Wakil Ketua  : H. Syamsul Anwar Harahap 

WakIl Ketua   : Jamian Amin 

Sekertaris  : Purnomo Ginting 

Wakil Sekertaris : H. Zlfan 

Wakil Sekertaris : H. M. Fauzi, S. Ag 

Anggota   : Edy Asrin 

Anggota   : Sakti Harahap 

Anggota   : Fahrizal
38

 

b. Dewan Pimpinan Daerah 

Ketua    : Imran Obos, SE 

Wakil Ketua  : Ir. Irawan, M.Ap 

Wakil Ketua  : Tahan Sembiring 
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Wakil Ketua  : Wahyu R. Mahnu Sikumbang 

Wakil Ketua  : Faizal Azmi 

Wakil Ketua  : Haryoko 

Wakil Ketua  : Iman Nur Rambe  

Wakil Ketua  : Nazirwan Sikumbang 

Wakil Ketua  : Supardi S.Pd 

Wakil Ketua  : Drs. Adi Munasip, MM 

Wakil Ketua  : Rahmijah 

Wakil Ketua  : Dedi Erwin ST 

Wakil Ketua  : Eka Suka Utari SP 

Wakil Ketua  : Rahmad Yusri 

Wakil Ketua  : Hadi Ismanto,SH 

Wakil Ketua  : Hajat 

Wakil Ketua  : Taufik Hidayat SP 

Wakil Ketua  : Alfin Khairi 

Wakil Ketua  : Jufrial Agusti 

Wakil Ketua  : T. Yans Fuzi SE 

Wakil Ketua  : Khairul Akmal 

Sekertaris  : Iskandar, SH 

Wakil Sekertaris : Hapipuddin 

Wakil Sekertaris :  Jamila Aqtar 

Wakil Sekertaris : Muhyidin SH 

Wakil Sekertaris : Hidayat , TM 
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Wakil Sekertaris : Wisnu Sumbawa 

Wakil Sekertaris : Suyanto 

Wakil Sekertaris : Irvan Fauzi, SE 

Wakil Sekertaris : Faisal Abdin, Sos 

Wakil Sekertaris :  Pardamen Sitepu 

Wakil Sekertaris : Boy Abdillah 

Wakil Sekertaris : Muhammad Iqbal 

Wakil Sekertaris : Junaidi Malik 

Wakil Sekertaris : Suwandi Darsono 

Wakil Sekertaris : Darma Sucipto, S.Pd 

Bendahara  : Bayu Sumantri Agung 

Wakil Bendahara : M Andi Maulana 

Wakil Bendahara : Muhammad Ridho 

Wakil Bendahara : Heni Susila 

Wakil Bendahara : Nurdin 

Wakil Bendahara : Sugianto 

Wakil Bendahara : Sapiah, SE 

Wakil Bendahara : Arianto, M.Pd 

Wakil Bendahara :Suroto 

Wakil Bendahara : Misni 

Wakil Bendahara : Chairil Munandar 

Wakil Bendahara : Era Del Desi Ayu 

Wakil Bendahara : M Arifin 
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Wakil Bendahara : Ardiansyah 

Wakil Bendahara : Novralida 

c. Bagian – Bagian 

1) Bagian Pengembangan Organisasi Dan Keanggotaan 

Ketua   : Ir. Irwansyah. M.Ap 

Sekertaris   : Hapipiddin 

2) Bagian Pembinaan Dan Pemenangan Pemilu 

(Kec. Sunggal, Kec. Kutalimbaru, Kec. Pancur Batu) 

Ketua   : Tahan Sembiring 

Sekertaris   : Suhendra Z. Tambusai 

3) Bagian Pembinaan Dan Pemenangan Pemilu 

(Kec. Galang, Kec. P. Merbau, Kec. L . Pakam, Kec. Beringin, Kec. P. 

Labu) 

Ketua   : Wahyu R. Skumbang 

Sekertaris   : Wirawan Edi Syahputra 

4) Bagian Pembinaan Dan Pemenangan Pemilu 

(Kec. Patumbak , Kec. Deli Tua, Kec. Namorambe, Kec. Sibiru-Biru, 

Kec. Sibolangit) 

Ketua   : Faizal Azmi 

Sekertaris  : Saiful Rahaman Batu Bara 

5) Bagian Pembinaan Dan Pemenangan Pemilu 

(Kec. Hamparan Perak, Kec. Labuhan Deli) 

Ketua   : Haryoko 



56 
 

 
 

Sekertaris  : Faisal Abidin S.Sos 

6) Bagian Pembinaan Dan Pemenangan Pemilu 

(Kec. Tg Morawa, Kec. Stm Hilir, Kec. Stm Hulu, Kec. Bangun Purba, 

Kec. Gunung Meriah 

Ketua   : Iman Nur Rambe 

Sekertaris  : Riza Fahlevi Nasution,SE 

7) Bagian Pembinaan Dan Pemenangan Pemilu 

(Kec. Precut Sei Tuan. Kec. Batang Kuis) 

Ketua   : Nazirwan Sikumbang 

Sekertaris  : Suyanto 

8) Bagian Perkaderan 

Ketua   : Supardi, S.Pd 

Sekertaris   : Muhyidin, SH 

9) Bagian Peneliti Dan Pengembangan 

Ketua  : Drs. Adi Munasip, MM 

Sekertaris   : Suwandi Darsono 

10) Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Ketua   : Rahmijah 

Sekertaris   : Junaidi Malik 

11) Bagian Pendidikan 

Ketua   : Dedi Erwin, ST 

Sekertaris   : Muhammad Iqbal 
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12) Bagian Media, Publikasi, Informasi Dan Komunikasi 

Ketua   : Eka Sukma Utari, SP 

Sekertaris  : Nila Sari 

13) Bagian Pengembangan Pemuda Dan Olahraga 

Ketua   : Rahmad Yusri 

Sekertaris  : Darma Sucipto, S.Pd 

14) Bagian Hukum Dan Arbitrase 

Ketua   : Hadi Ismanto 

Sekertaris  : M. Fahri Ridho, SH 

15) Bagian Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Tanggap Darurat 

Bencana 

Ketua   : Hajat 

Sekertaris   : Irvan Fauzi, SE 

16) Bagian Pengembangan Petani, Buruh Dan Nelayan 

Ketua   : Taufik Hidayat, SP 

Sekertaris   : Hidayat, TM 

17) Bagian Keagamaan, Social Dan Seni Kebudayaan 

Ketua   : Alfin Khairi 

Sekertaris  : Wisnu Sumbawa 

18) Bagian Pengembangan Koprasi, Ukm, Dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Ketua   : Jufrial Agusti, SE 

Sekertaris  : Pardamen Sitepu 
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19) Bagian Hubungan Antar Lembaga, Pengembangan Jaringan 

Partai Dan Pemilih Pemula 

Ketua   : T. Yans Fauzi, SE 

Sekertaris  : Jamilah Aqtar 

20) Bagian Kesehatan Dan Keluarga Berencana 

Ketua   : Chairil Anwar 

Sekertaris   : Boy Abdillah 
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL 

A. Strategi DPD PAN dalam Meningkatkan Pemenangan Pemilu Legislatif 

Tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang  

1. Strategi DPD PAN Deli Serdang 

Strategi Partai Amanat Nasional dalam meningkatkan pemenangan pemilu 

legislatif 2019 di kabupaten Deli Serdang sangatlah penting mengingat strategi 

tersebut merupakan kunci kemenangan PAN. Adapun bentuk strategi yang 

dilakukan oleh PAN adalah terletak pada strategi internal dan strategi eksternal 

PAN itu sendiri. Kekuatan utama dalam tubuh PAN yakni terdapat pada pola 

rekrutmen partai yang lebih mementingkan figure dan pengalamannya, kemudian 

militansi dan loyalitas kader atau mesin-mesin serta memanfaatkan kedekatan 

dengan muhammadiyah untuk menarik suara. Mencari calon yang mempunyai 

peluang menang di dapil masing-masing. Dimana yang di prioritaskan adalah 

kader terbaik, jika tidak ada kader maka bias mengambila tokoh yang mempunyai 

basis masa, dan Seleksi calon legislatif itu merupakan yang populer dan memiliki 

peluang untuk menang. Adapun factor eksternal yang dapat mempengaruhi 

peningkatan pemenangan PAN yakni terdapat pada sosialisasi untuk 

memperkenalkan partai dan calon, selanjutnya komunikasi langsung dengan 

masyarakat. 
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua DPD PAN yaitu sebagai berikut :  

“Strategi yang dilakukan ada dua cara yaitu secara internal dan strategi 

eksternal PAN itu sendiri, seperti pola rekrutmen partai yang lebih 

mementingkan figure dan pengalamannya, militansi dan loyalitas kader 

atau mesin-mesin serta memanfaatkan kedekatan dengan muhammadiyah 

untuk menarik suara. Mencari calon yang mempunyai peluang menang di 

dapil masing-masing. Adapun strategi secara eksternal yakni terdapat 

pada sosialisai untuk memperkenalkan partai dan calon, selanjutanya 

komunikasi langsung dengan masyarakat”.
39

 

Secara umum strategi yang digunakan PAN Deli Serdang dalam 

meningkatkan dukungan pemilih pada Pemilu 2019 terdiri dari berbagai macam 

pendekatan, seperti  pendekatan personal  door to door dan juga melakukan 

kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial.  Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 

sekretaris DPD PAN asebagai berikut : 

“Secara umum strategi yang digunakan PAN Deli Serdang dalam 

meningkatkan dukungan pemilih pada Pemilu 2019 adalah  

pendekatan personal  door to door dan juga melakukan kegiatan 

keagamaan serta kegiatan social”.
40

 

Strategi pendekatan personal melalui kunjungan  door to door kepada 

konstituen dilakukan oleh seluruh caleng PAN Deli Serdang di daerah pemilihan 

(Dapil) masing-masing. Para caleg mendatangi rumah-rumah penduduk, 

mengobrol sebentar, dan membagi-bagikan kartu nama yang berisi visi misi dan 

program kerja kepada masyarakat. Pendekatan komunikasi politik seperti 

komunikasi door to door merupakan cara yang sangat efektif untuk dilakukan 

karena dengan pendekatan tersebut caleg dan partai pengusunya dapat dikenal, 

menunjukkan simpati, menggali aspirasi, dan menampung keluhan penduduk. 
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  Wawancara kepada Imran Obos, SE, Kamis, 25 Februari 2021, Pukul 09.00 - 10:15 di 

kantor DPD PAN 
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 Wawancara kepada Iskandar Ramli, SE, Kamis, 25 Februari 2021, Pukul 10.30 – 11.45 

WIB di kantor DPD PAN 
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Dapat dilihat lebih jelasnya dalam skema dibawah ini: 

Skema 2: 

Strategi Internal dan Strategi Eksternal DPD PAN Deli Serdang 

 

Sumber: Hasil wawancara dengn Bapak Imran Obos SE 

Dalam hal ini yang dilakukan adalah memperbaiki citra PAN dengan 

penyatuan persepsi dengan tokoh PD Muhammadiyah. Penyebabnya adalah 

dikarenakan faktor determinan dari besar kecilnya perolehan suara PAN dalam 

pemilu adalah simpati dan dukungan warga muhammadiyah. Pemilu legislatif 

2019 ini dijadikan momentum untuk membangun citra partai dalam mereformasi 

sehingga  dapat merangkul simpati dan dukungan warga muhammadiyah selaku 

basis historis kelahiran partai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bendahara DPD 

PAN sebagai berikut : 

 

Strategi Internal 

Pola Rekrutmen Partai yang lebih 
mementingkan figur dan pengalamannya 

Militansi dan loyalitas kader atau mesin-
mesin serta memanfaattkan kedekatan 
dengan muhammadiyah untuk menarik 
suara 

mencari calon yang mempunyai peluang 
menang di Dapil masing0masing 

Strategi Eksternal 

Sosialisasi untuk memperkenalkan partai 
dan calon 

Komunikasi langsung dengan masyarakat 

Pendekatan personal door to door dan 
juga melakukan kegiatan keagamaan 
serta kegiatan sosial 
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“Citra PAN dimasyarakat sudah bagus, hal ini dikarenakan kita 

bersosialisasi mengenai keagamaan sehingga tidak melibatkan 

money politics dalam pelaksanaanya. Serta melibatkan kader 

Muhammadiyah juga”.
41

 

Strategi penyatuan persepsi tokoh-tokoh muhammadiyah bahwa PAN dapat 

menjadi suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi warga muhammadiyah sangat 

terbantu dan berjalan lancar. DPD PAN berupaya memberikan ruang bagi kader 

muhammadiyah untuk mengaspirasikan suaranya. Apalagi selama ini 

muhamamdiyah juga tetap menjaga sejarah dan kepercayaan bahwa PAN akan 

memberikan ruang bagi muhammadiyah untuk mengembangkan karir politik dan 

menjaga hubungan baik diantara keduanya. Strategi khusus lainnya yang 

dilakukan oleh PAN Deli Serdang adalah melibatkan peran semua badan otonom. 

Berdasarkan AD/ART PAN maka dapat diketahui bahwa dalam membantu 

kepentingan perjuangan PAN untuk menarik perolehan suara menggunakan 

optimalisasi tugas-tugas organisasi otonom yang dimiliki. PAN tidak hanya 

melibatkan peran organisasi otonom di tubuh partai, tetapi juga melibatkan 

organisasi mitra di masyarakat. Organisasi mitra itu sendiri dapat diartikan 

sebagai organisasi kemasyarakatan fungsional dan profesi yang dibentuk oleh 

masyarakat, bersedia menjalin hubungan kerjasama dengan partai dan 

menyalurkan aspirasi politiknya melalui PAN. 

 

Mengelola persoalan ini bukan tugas yang sederhana dan mudah, 

mempublikasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai partai membutuhkan 

penanganan yang khusus mengingat bahwa parpol memiliki dinamika yang tidak 
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 Wawancara kepada Bayu Sumantri, Kamis, 25 Februari 2021, Pukul 14.15 – 15.25 

WIB di kantor DPD PAN 
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mudah diduga. Oleh sebab itulah, keberadaan strategi untuk menjaring konstituen 

atau pemilih dalam dunia kepartaian menjadi sesuatu yang sangat strategis dan 

teramat penting.
42

Strategi merupakan suatu rencana yang sifatnya serba 

komprehensif, bagaimana sesuatu organisasi dapat mencapai misi dan objeknya 

serta mengusahakan sekecil mungkin hambatan. 

Gambar 2 :  

Diagram Batang terhadap perolehan suara PAN tahun 2004 – 2019 

 

 

Sumber: Rekapitulasi KPUD Deli Serdang 

 

Dapat juga dilihat lebih jelasnya pada persentase angka diagram lingkaran 

dibawah ini: 
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Ermaya Suradinata, Organisasi Manajemen Pemerintahan, Ramadan, Bandung, 1996, 
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Gambar 3 :  

Persentase terhadap perolehan PAN tahun 2004-2019 

 

 

Sumber: KPUD Deli Serdang 

Pada Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Deli Serdang PAN memperoleh 

48.698 suara, pada tahun 2009 memperoleh 39.460 suara, pada tahun 2014 

memperoleh 62.167 suara, dan pada tahun 2019 memperoleh 80.704 suara serta 

mendapatkan jatah 6 kursi di DPRD di kabupaten Deli Serdang, meningkat dari 

hasil pemilu legislatif sebelumnya dengan perolehan suara dan hanya 

mendapatkan 4 jatah kursi. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan 

dukungan pemilih terhadap PAN pada Pemilu Legislatif 2019 di kabupaten Deli 

Serdang . Hasil wawancara pendahuluan peneliti dengan salah satu caleg PAN 

yang terpilih menjadi anggota DPRD, Bapak Imran Obos SE bahwa dalam Pemilu 

Legislatif 2019, PAN berupaya mengevaluasi strategi yang digunakan dalam Pileg 

sebelumnya. Hal ini dapat menunjukkan  bahwa meningkatnya dukungan pemilih 
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terhadap PAN dalam Pileg 2019 di Kabupaten Deli Serdang salah satunya 

disebabkan oleh adanya penerapan strategi. 

Strategi memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk 

mewujudkan tujuan dan tercapainya suatu visi, misi, dan tujuan organisasi, 

termasuk organisasi partai politik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka 

partai politik membutuhkan suatu strategi tertentu untuk meraih dukungan 

sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam setiap pemilihan langsung (pemilihan 

presiden, anggota legislatif, kepala daerah). 

Strategi politik  penting sekali dilakukan organisasi politik . Hal ini 

mengingat bahwa diperlukan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan 

organisasi yang akan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan.
43

 

PAN dan para caleg-nya diterapkan pada strategi umum dalam bentuk 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Dalam kegiatan sosial 

keagamaan, PAN dan masing-masing caleg-nya dapat mensosialisasikan program 

kerja, prestasi yang terkait dengan rekam jejak masa lalu, dan menunjukkan 

karakteristik mereka secara personal.  PAN Deli Serdang menegaskan bahwa 

mereka tidak sembarangan mengusung caleg-nya. Caleg yang diusung harus lulus 

uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Caleg yang diusung harus 

memiliki rekam jejak (track record) yang jelas dan bersih, baru kemudian siap 

untuk dipasarkan ke masyarakat. Strategi promosi dilakukan oleh PAN Tarakan 

dan masing-masing caleg-nya melalui media periklanan melalui media cetak 
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 Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Obor, Jakarta, 2011, hal  157. 
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seperti surat kabar dan media elektronik seperti iklan dan orasi monolog di 

televisi. 

B. Kendala yang dihadapi PAN Deli Serdang dalam meningkatkan 

dukungan pemilih pada pemilu 2019 

Kendala Yang Dihadapi PAN Deli Serdang Dalam Meningkatkan 

Dukungan Pemilu Legislatif Tahun 2019 Terdapat Dua Faktor Yaitu Faktor 

Internal Dan Faktor Eksternal. 

Dalam rangka penerapan strategi untuk meningkatkan dukungan pemilih 

pada Pemilu 2019, Partai PAN Deli Serdang mengalami berbagai kendala yang 

dapat menghambat kelancaran strategi yang diterapkan. Adapun faktor 

internal: 

a. Keterbatasan sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana  yang terbatas pada dalam hal ini adalah sarana 

transportasi untuk mobilisasi dan prasarana kantor anak cabang dan ranting. 

Kurangnya sarana transportasi yang beroperasi membuat para tim pemenangan 

sulit mengakses daerah-daerah pelosok, sehingga beberapa kegiatan hanya 

dilakukan didaerah induk terdekat saja. Hal ini yang membuat para konsituen 

yang berada dipelosok enggan untuk datang dalam kegiatan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh PAN Deli Serdang dan organisasi sayapnya.  

Sedangkan mengenai prasarana kantor anak cabang dan ranting, kebanyakan 

masih menggunakan rumah tempat tinggal dari ketua masing-masing untuk 

digunakan sebagai tempat pertemuan dan administrsi kepengurusan di masing-
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masing anak cabang dan ranting tersebut. Kendalanya adalah daya tampung  yang 

minimal untuk dijadikan sebagai wadah pertemuan yang bisa mengakomodir 

seluruh anggota pengurus partai. 

b. Perselisihan pendapat dalam memilih kader yang sesuai dengan kriteria 

untuk dijadikan sebagai calon legislatif 

c. Kurangnya kinerja fraksi PAN yang tinggi terhadap kader-kader PAN 

sehingga terjadi adanya ketidakpercayaan masyarakat. 

Dapat dilihat lebih jelasnya pada skema di bawah ini: 

Skema 3 :  

Faktor internal dan faktor eksternal kendala yang di hadapi DPD PAN 

 

Dalam rangka penerapan strategi untuk meningkatkan dukungan pemilih 

pada Pemilu 2019, Partai PAN Deli Serdang mengalami berbagai kendala yang 

dapat menghambat kelancaran strategi yang diterapkan.  Pada faktor eksternal: 

a. Terbiasanya masyarakat dengan money politics 

Faktor Internal 

Keterbatasan sarana dan 
prasarana 

Perselisihan pendapat dalam 
memilih kader yang sesuai 

dengan kriteria untuk 
dijadikan caleg 

Kurangnya kinerja fraksi PAN 
yang tinggi terhadap kader-
kader PAN sehingga terjadi 

adanya ketidakpercayaan 
masyarakat 
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Politik uang (money politics) diartikan sebagai suatu upaya mempengaruhi 

orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli 

suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik 

milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Pengertian ini secara 

umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang 

karena memiliki maksud politik yang tersembunyi di balik pemberian itu. Jika 

maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktek  

money politic merupakan praktek yang sangat bertentangan dengan nilai 

demokrasi. Lemahnya undang-undang dalam memberikan sanksi tegas terhadap 

pelaku money politic dan dalam mengantisipasi terjadinya praktek tersebut 

membuat praktek money politic ini menjamur luas di masyarakat. Maraknya 

praktek money politic ini disebabkan pula karena lemahnya undang-undang. 

Padahal praktek  money politic ini telah hadir dari zaman orde baru tetapi sampai 

saat ini masih banyak hambatan untuk menciptakan sistem pemilu yang benar-

benar anti money politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ketua DPD PAN, 

yaitu:  

“kendala yang sering kami alami yaitu dari segi keterbatasan 

sarana prasarana, masyarakat juga terbiasa dengan money politic,  

serta anggapan bahwa PAN hanya ditujukan untuk partai umat 

islam”.
44

 

Demikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika  money  politics 

tetap merajalela niscaya partai politik yang potensial melakukan praktik tersebut 

hanya partai yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang 
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dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak 

yang diuntungkan dalam praktik money politics adalah pihak pemberi, karena dia 

akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. 

Adapun yang dirugikan adalah rakyat yang suaranya telah terbeli dengan uang 

yang tak tekira dibanding kesengsaraan yang mungkin pemimpin mereka lakukan 

pada saat menjabat. 

Akibatnya, masyarakat seakan-akan terpuaskan setelah mendapatkan uang 

yang kemudian membentuk perilaku berulang-ulang dan menjadi budaya 

tersendiri. Budaya yang kemudian terbentuk di masyarakat saat 

diselenggarakannya pesta demokrasi adalah “ada uang, ada suara”. 

b. Anggapan masyarakat bahwa PAN diperuntukkan bagi orang Islam  

Kendala ini timbul dikarenakan PAN berafiliasi dengan Muhammadiyah, 

sehingga terbentuk citra bahwa partai tersebut hanya diperuntukkan bagi orang 

Islam dan warga Muhammadiyah. Padahal untuk menjadi simpatisan atau bahkan 

kader PAN, tidak harus masyarakat yang beragama Islam atau warga 

Muhammadiyah saja, tetapi setiap anggota masyarakat boleh berpartisipasi dan 

berkontribusi. 

c. Maih banyak pemilih, terutama pemilih pemula yang malas 

berpartisipasi dan kurang pedulu terhadap kegiatan pemilu 

Pendapat ini sesuai dengan pernyataan sekretaris DPD PAN yaitu : 

“Setiap kegiatan pastinya memiliki kendala. Kendala dalam hal ini 

yang paling saya ketahui ya pandangan masyarakat yang 
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menghubungkan bahwa PAN merupakan paartainya orang islam 

padahal tidak”
45

 

 

 Hal ini juga termaktu dalam cita-cita partai PAN yang menyebutkan 

bahwa PAN berakar pada moral agama, kemanusiaan dan 

kemajemukan.Kemajemukan yang dapat diartikan sebagai partai PAN terbuka 

dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan 

kepemimpinan. 

Dapat dilihat lebih jelasnya pada skema di bawah ini: 

 

Sumber: Hasil Wawancara dengan BapakImran Obos, SE 
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 Wawancara kepada Iskandar Ramli, SE, Kamis, 25 Februari 2021, Pukul 10.30 – 11.45 

WIB di kantor DPD PAN 

Faktor Eksternal 

Rendahnya tingkat 
kepercayaan 

masyarakat terhadap 
anggota Legislatif 

Terbiasanya 
masyarakat dengan 

money politik 

Anggapan masyarakat 
bahwa PAN 

diperuntukkan bagi 
orang Islam 

 

Maih banyak pemilih, 
terutama pemilih pemula 

yang malas berpartisipasi dan 
kurang pedulu terhadap 

kegiatan pemilu 
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C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap stratregi  DPD PAN dalam 

Meningkatkan Pemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten 

Deli Serdang 

a. TinjauanFiqh Siyâsah Dusturiyah Dalam Bidang Siyâsah Tasyri’iyah 

 Siyasah dusturi’ah adalah hubungan antara pemerintahan di suatu tempat 

atau wilayah dengan rakyat serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. 

Siyasah dusturi’ah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. 

Persoalan yang ada pada ilmu Siyasah dusturi’ah tentunya tidak di lepaskan dari 

dua hal yaitu Alqur’an dan Hadits. 

Antara ayat Alqur’an yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adail 

dalam menetapkan hokum  adalah surah al-Nisa ayat 58: 

سِ  ا نَّ ل ا يَْْ   َ ب مْ  تُ مْ كَ حَ ا  ذَ إِ وَ ا  هَ لِ هْ أَ لََٰ  إِ تِ  ا نَ ا مَ لَْْ ا وا  دُّ ؤَ  ُ ت نْ  أَ مْ  ركُُ مُ أْ يَ هَ  لَّ ل ا نَّ  إِ
ا  عً ي سََِ نَ  ا هَ كَ لَّ ل ا نَّ  إِ    ۖ هِ  بِ مْ  ظُكُ عِ يَ ا  مَّ عِ نِ هَ  لَّ ل ا نَّ  إِ    ۖ لِ  دْ عَ لْ ا بِ وا  مُ كُ تََْ نْ  أَ

ا يًر صِ بَ  
“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak 

menerimanya, dan ( menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

kamu pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.” (QS.al-Nisa:58) 

 Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga 

al- sulṭah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan 

menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu 

hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana figh siyasah 

istilah al-sulṭah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan 

atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di 

samping kekuasaan ekskutif (al-sulṭah al-tanfiẓiyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-
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sulṭah al- qaḍa'iyah). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan 

atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan 

diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang 

telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sulṭah 

al-tasyri’iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk 

suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi 

kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. 
46

 

 Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah 

kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan 

ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif 

oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. 

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan 

ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.  

 Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka 

wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami 

sumber-sumber syari’at Islam; al-Qur’an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum- 

hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan 

dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua 

syariat Islam tersebut.  

 Di sinilah perlunya al-sulṭah al-tasyri’iyah itu diisi oleh para mujtahid dan 

para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga 
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legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga 

legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan 

negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan 

negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga 

legislatif berhak melakuka control atas lembaga ekskutif, bertanya dan meminta 

penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk 

didiskusikan dan memeriksa birokrasi. 

 Kekuasaan Tasyri’iyah dalam pemerintahan konstitusi pada masa 

kontemporer ini terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut 

kontitusi Indonesia yang telah diamandemen atau direvisi pasal 2 ayat (1) bahwa 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan 

Rakyatdan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu”. 

Merekalah yang menegakan aturan konstitusi dan aturan hukum yang sesuai 

dengan kehendak zaman dan maslahat manusia dan menerapkannya. Dalam 

negara Islam kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan oleh para ahli 

mujtahid dan mufti yang tidak melampaui dari dua hal. Pertama, mengeluarkan 

hukum yang bersumber dari nash, dan mengamalkannya. Hukum yang tidak 

ketemu nashnya dianalogkan kepada hukum yang ada nashnya, lalu dikeluarkan 

hukumnya melalui ijtihad dengan mengeluarkan illatnya (penyebabnya), lalu 

menerapkannya, sehingga konstitusi dasar negara Islam adalah syariat Allah swt. 

dalam al-Qur’an dan Sunnah RasulNya. Ketika tidak ada nash dan terjadinya 

kasus-kasus baru dalam kehidupan masyarakat terbukalah lapangan berijtihad 

oleh para mujtahid untuk mengeluarkan aturan-aturan hukum bagi kepentingan 
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msyarakat dalam bentuk konstitusi dasar, yang di negara Indonesia dinamakan 

dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. 

 Di penghujung abad pertama Hijrah di negara Islam belum terbentuk 

konstitusi, kecuali konstitusinya al-Qur’an yang disusun dalam bentuk mushaf 

tertulis yang penyusunannya dimulai oleh Khalifah pertama yaitu Abu Bakar al- 

Shiddieq (w.13 H). Konstitusi dalam bentuk peraturan perundang-undangan 

dimulai baru pada daulah Umawiyah. Ketika daerah Islam meluas ke kerajaan- 

kerajaan tetangga, dan terpencarnya para Hufaz (pemelihara ) syari’at ke berbagai 

penjuru serta beraneka ragam budaya yang, banyak kasusdan kejadian baru 

muncul dalam pergaulan kehidupan manusia yang dikhawatirkan akan 

mendapatkan kesulitan untuk menemukan hukum syariat, sehingga muncullah dua 

faktor pendorong, yaitu: pertama membukukan hadits untuk referensi hukum dan 

mengirimkannya ke kota-kota besar di akhir kurun pertama hijriah. Inilah awal 

dari lahirnya peraturan dan konstitusi yang kemudian disusun metode penetapan 

undang-undang oleh para tokoh peraturan perundang-undangan yang datang 

sesudah mereka, sehingga muncul kekuasaan tasyri’iyah dalam menetapkan 

aturan pemilihan anggota dewan pada pemerintahan berdasarkan konstitusi, 

sehingga dapat terpenuhi hajat umat Islam dari masa ke masa. 

 Lembaga legislasi di era kontemporer dikenal dengan dewan legislatif atau 

parlemen dengan menggunakan ijtihad kolektif sebagai metode Ijma’ Universal 

Islam kini diaplikasikan dalam pembatasan wilayah masing-masing negara. 

Munculnya wajah Islam dalam wilayah negara tertentu dengan bentuk konstitusi 

dan legislasi tertentu pula, seperti Indonesia misalnya, dengan bentuk negara 
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kesatuan dan dengan pemerintahan republik yang memiliki banyak lembaga; 

diantaranya Badan Legislatif, yang konstitusinya adalah UUD 1945 berdasarkan 

Pancasila sebagai landasan filosofis dan alat perekat serta pemersatu bangsa yang 

majemuk yang mendiami wilayah nusantara 

 “Hasil Kaitan siyasah tasyiri’iyah dengan penelitian pada judul diatas 

ialah kekuasaan Tasyri’iyah dalam pemerintahan konstitusi pada masa 

kontemporer ini terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut 

kontitusi Indonesia yang telah diamandemen atau direvisi pasal 2 ayat (1) bahwa 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan  

anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu”. Merekalah yang 

menegakan aturan konstitusi dan aturan hukum yang sesuai dengan kehendak 

zaman dan maslahat manusia dan menerapkannya. konstitusi yang kemudian 

disusun metode penetapan undang-undang oleh para tokoh peraturan perundang-

undangan yang datang sesudah mereka, sehingga muncul kekuasaan tasyri’iyah 

dalam menetapkan aturan pemilihan anggota dewan pada pemerintahan 

berdasarkan konstitusi, sehingga dapat terpenuhi hajat umat Islam dari masa ke 

masa.”
47

 

Strategi DPD PAN Deli Serdang sendiri sebenarnya sudah cukup baik 

dalam Pemilu legislatif 2019 kemarin dengan melakukan pendekatan langsung 

dengan cara mengambil hati masyarakat seperti mengadakan acara bakti sosial, 

keagamaan, dan lain-lain melalui kader mereka yang tersebar dari tingkat kota 

hingga tingkat kelurahan. Dalam Islam sendiri melakukan strategi politik untuk 

mendapatkan suara terbanyak dan mengambil simpatik masyarakat itu 

diperbolehkan hanya saja yang tidak diperbolehkan kalau ada pasangan calon atau 

tim sukses pasangan calon yang memberikan sejumlah uang untuk memilih 

pasangan calon yang mereka dukung atau yang biasa kita sebut dengan money 

politik. Dari penjelasan diatas bahwa DPD PAN Deli Serdang melakukan strategi 

politik untuk kemaslahatan umum yang sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya baik berupa hasil wawancara maupun observasi di lokasi 

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi Partai Amanat Nasional dalam meningkatkan pemenangan 

pemilu legislatif 2019 di kabupaten Deli Serdang adalah terletak pada 

strategi internal dan strategi eksternal PAN itu sendiri. Kekuatan utama 

dalam tubuh PAN yakni terdapat pada pola rekrutmen partai yang 

lebih mementingkan figure dan pengalamannya, kemudian militansi 

dan loyalitas kader atau mesin-mesin serta memanfaatkan kedekatan 

dengan muhammadiyah untuk menarik suara. Mencari calon yang 

mempunyai peluang menang di dapil masing-masing. Dimana yang di 

prioritaskan adalah kader terbaik, jika tidak ada kader maka bias 

mengambila tokoh yang mempunyai basis masa, dan Seleksi calon 

legislatif itu merupakan yang populis dan memiliki peluang untuk 

menang. Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

peningkatan pemenangan PAN yakni terdapat pada sosialisasi untuk 

memperkenalkan partai dan calon, selanjutnya komunikasi langsung 

dengan masyarakat. 
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2. Kendala dalam penerapan strategi guna meraih dukungan pemilih pada 

pemilu  legislatif, yaitu: adanya keterbatasan sarana dan prasarana, 

terbiasanya masyarakat dengan money politic, dan anggapan 

masyarakat bahwa PAN diperuntukkan bagi orang Islam 

3. Strategi yang diterapkan dalam pemenangan pileg berdasarkan konsep 

fiqh siyasah dusturiyyah dalam bidang siyasah tarsyi’iyah adalah 

strategi yang sesuai dengan perkembangan politik era kontemporer. 

Hal ini dikarenakan DPD PAN Deli Serdang lebih menekankan pada 

upaya kemaslahatan umum dengan menerapkan strategi yang sesuai 

dengan maqasid syari’ah, dan  hasil Kaitan siyasah tasyiri’iyah dengan 

penelitian pada judul diatas ialah kekuasaan Tasyri’iyah dalam 

pemerintahan konstitusi pada masa kontemporer ini terletak pada 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut kontitusi Indonesia yang 

telah diamandemen atau direvisi pasal 2 ayat (1) bahwa “Majelis 

Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan  

anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu” 

 

B.. Saran 

 Dalam penelitian ini saran-saran yang dapat diberikan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Partai PAN Deli Serdang sebaiknya tetap konsisten dalam 

menerapka strategi yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan 
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dukungan dari para pemilih, khususnya untuk Pemilu Legislatif 

berikutnya di tahun 2024. Partai PAN Kota Tarakan juga disarankan 

agar mendekati berbagai tokoh dari kalangan masyarakat lainnya 

agar dukungan yang diperoleh semakin meningkat. 

2. Anggota DPRD Deli Serdang dari Fraksi PAN disarankan agar 

menunjukkan kinerja yang tinggi agar terciptanya tingkat 

kepercayaan masyarakat yan tinggi dan tidak kecewa karena 

memilih kader-kader dari PAN. Kinerja yang nyata dengan membuat 

kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dapat membantu memasarkan 

dan memposisikan reputasi PAN dan para kadernya dalam kancah 

persaingan politik. 

3. PAN Deli Serdang disarankan agar terus menggali sumber daya 

dalam mendukung strategi pemenangan partai dengan membuat 

badan usaha yang berorientasi laba agar dapat digunakan untuk 

membiayai program ataupun kegiatan partai serta menyediakan 

sarana dan prasaran dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan 

oleh partai. 

4. Bagi peneliti berikutnya disarankan agar lokasi penelitian yang tidak 

hanya terpaku pada strategi dari partai yang sedang mengalami 

peningkatan suara yang drastis seperti PAN, tetapi juga meneliti 

strategi dari partai lainnya di Pemilu berikutnya. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat diperoleh gambaran strategi yang tepat 

untuk memenangkan persaingan pada Pemilu berikutnya 
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LAMPIRAN 1 

TRANSKIP WAWANCARA 

Identitas Informan  

Nama   : Imran Obos, SE  

Jabatan  : Ketua DPD PAN Kab. Deli Serdang  

Hari/Tanggal  : Kamis, 25 Februari 2021 

Waktu   : 09.00 – 10.15 WIB 

1. Bagaimana strategi pemenangan politik DPD PAN di Kab. Deli Serdang 

dalam pelaksanaan pemilu?  

“Strategi yang dilakukan ada dua cara yaitu secara internal dan 

strategi eksternal PAN itu sendiri, seperti pola rekrutmen partai 

yang lebih mementingkan figure dan pengalamannya, militansi dan 

loyalitas kader atau mesin-mesin serta memanfaatkan kedekatan 

dengan muhammadiyah untuk menarik suara. Mencari calon yang 

mempunyai peluang menang di dapil masing-masing. Adapun 

strategi secara eksternal yakni terdapat pada sosialisai untuk 

memperkenalkan partai dan calon, selanjutanya komunikasi 

langsung dengan masyarakat”. 

2. Bagaimana pola hubungan antara DPD PAN di Kab. Deli Serdang 

dengan sayap-sayap lainnya?  

“selama ini berjaan dengan aman dan belum ada selisih paham 

antar partai-partai lainnya”. 

 

3. Bagaimana proses penyiapan pemilu tahun 2019 di Kab. Deli Serdang?  

“Pemilu 2019 sudah dipersiapkan secara matang terutama 

mengenai strategi pemenangan ini. Sehingga pada saat pelaksaan 

terjadi kendala, kita sudah menyiapkan solusi terbaik yang harus 

dilakukan”. 
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4..Bagaimana persentase suara DPD PAN pada pemilu legislatif 2019 di 

Kab. Deli Serdang?  

“PAN pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Deli Serdang PAN 

meperoleh suara 80.704, mendapatkan jatah 6 kursi di DPRD di 

kabupaten Deli Serdang, meningkat dari hasil pemilu legislative 

sebelumnya dengan perolehan suara dan hanya mendapatkan 4 

jatah kursi” 

 

5..Apakah kendala yang dihadapi oleh DPD PAN di Kab. Deli Serdang?  

“ kendala yang sering kami alami yaitu dari segi keterbatasan 

sarana prasarana, masyarakat juga terbiasa dengan money politic, 

serta anggapan bahwa PAN hanya ditujukan untuk partai umat 

islam” 

 

6..Bagaimana Bapak dalam mempertahankan atau mengambil simpatik 

anggota kader-kadernya? 

“ Dalam suatu organisasi pastilah memiliki tujuan. Dengan adanya 

tujuan yang sesuai dengan visi misi organisasi, maka secara 

otomatis para kader-kader pun turut bersimpatik dalam kegiatan 

pemilu 2019 ini “ 
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Identitas Informan  

Nama   : Iskandar Ramli, SE  

Jabatan  : Sekretaris DPD PAN Kab. Deli Serdang  

Hari/Tanggal  : Kamis, 25 Februari 2021 

Waktu   : 10.30 – 11.45 WIB 

1.. Apakah Bapak pernah mendapatkan kendala atau masalah dalam 

pemilu lagislatif 2019 di DPD PAN? 

“Setiap kegiatan pastinya memiliki kendala. Kendala dalam hal ini 

yang paling saya ketahui ya pandangan masyarakat yang 

menghubungkan bahwa PAN merupakan paartainya orang islam 

padahal tidak” 

 

2. Bagaimana mekanisme pembentukan tim sukses pada pemilu tahun 

2019 di Kab. Deli Serdang?  

“Kita merangkul dari kalangan muhammadiyah, maksudnya 

mayoritas kita membentuk tim sukses dari muhammadiyah”. 

 

 

3. Bagaimana perencanaan strategi Pemenangan politik DPD PAN di Kab. 

Deli Serdang?  

“PAN dan para caleg-nya meterapkan strategi umum dalam bentuk 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan”. 

 

4. Bagaimana proses perumusan strategi pemenangan politik dalam 

mengantisipasi dinamika politik pada pemilu 2019 di Kab. Deli Serdang? 

“Secara umum strategi yang digunakan PAN Deli Serdang dalam 

meningkatkan dukungan pemilih pada Pemilu 2019 adalah  

pendekatan personal  door to door dan juga melakukan kegiatan 

keagamaan serta kegiatan social”. 
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Identitas Informan  

Nama   : Bayu Sumantri  

Jabatan  : Bendahara DPD PAN Kab. Deli Serdang  

Hari/Tanggal  : Kamis, 25 Februari 2021 

Waktu   : 14.15 – 15.25 WIB 

1. Bagaimana cara Bapak mengajak seluruh kader untuk merumuskan 

kebersamaan dalam satu partai?  

“Kader-kader dalam satu partai memiliki visi misi dan tujuan yang 

sama. Perbedaan pendapat mungkin saja terjadi, namun dengan 

adanya diskusi dan kerjasama maka setiap pendapat kita diskusikan 

untuk diambil suatu kesimbulan berdasarkan kepada kesepakatan 

bersama”. 

 

2. Bagaimana Bapak melihat eksistensi DPD PAN di Kab. Deli Serdang?  

“Sebagai anggota pengurus partai, yang saya lihat DPD PAN 

banyak mengalami kemajuan. Meskipun banyak partai-partai lain 

yang terdapat di daerah tersebut, PAN masih eksis sampai saat ini”. 

 

3. Bagaimana menurut Bapak mengenai citra PAN pada pemilu legislatif 

2019 di Kab. Deli Serdang?  

“Citra PAN dimasyarakat sudah bagus, hal ini dikarenakan kita 

bersosialisasi mengenai keagamaan sehingga tidak melibatkan 

money politics dalam pelaksanaanya”. 

 

4. Apakah kader selalu dilibatkan dalam pelaksanaan kampanye?  

“Ya. Karena kader-kader juga berpengaruh terhadap kampanye 

yang dilakukan oleh DPD PAN”. 
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LAMPIRAN 2 

 

Foto Gedung DPD PAN Deli Serdang 

 

Foto Wawancara dengan Informan 

 

Foto dengan Informan 
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LAMPIRAN 3 Surat Izin Riset Penelitian 
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LAMPIRAN 4. Surat Balasan Penelitian Dari Kantor Dpd Pan Deli Serdang 

 

 



89 
 

 
 

LAMPIRAN 5. SK DPD PAN Deli Serdang 
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